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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P   U   T   U   S   A   N
NOMOR :  160/G/2010 /PTUN- JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

Tingka t  Per tama  te l ah  menja tuhkan  Putusan  dengan  

per t imbangan- per t imbangan  seper t i  te rsebu t  d ibawah  in i ,  

da lam  perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BEN  VICTOR  BARITA  SITOMPUL.  Warganegara  Indones ia ,  

peker j aan  Wiraswasta  dan  Pendi r i  Par ta i  Damai  

Sejah te ra ,  Anggota  Dewan  Per t imbangan  Pusat  

(DEPERPU)  Par ta i  Damai  Sejah te ra ,  ber tempat  

t i ngga l  d i  J l .  Delman  Asr i  IV  No.  9  Rt .  011  

Rw.  005  Kelu rahan  Kebayoran  Lama  Utara ,  

Kecamatan   Kebayoran  Lama,  Jakar ta  Sela tan ,  

da lam hal  in i  member  kuasa  kepada  :

PARASIAN  SIMBOLON, 

SH. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

AGUNG  BERTI  IRAWAN,  SH.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keduanya  Warganegara  Indones ia ,  Peker j aan  

Advokat ,  berkan to r  d i  Ja lan  Gunung  Sahar i  

Raya,  No.  2  Komp.  Mar ina tama,  Blok  F2- F3,  

Jakar t a - 14420,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

Hal  1 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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tangga l  8  Nopember  2010,  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PENGGUGAT ;

L  A  W  A  N  :

MENTERI  HUKUM DAN HAK ASASI  MANUSIA REPUBLIK  INDONESIA,  

berkedudukan   d i   J l .  H.R.  Rasuna Said  Kav.  6-

7,  

Kuningan  Jakar t a  Sela tan ,  da lam hal  in i  member  

kuasa  kepada:

Dr.  AIDIR  AMIN DAUD, SH. ,  M.H.  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  peker j aan  Di rek tu r  Jendera l  

Admin is t r a s i  Hukum  Umum,  pada  Kementer i an  

Hukum dan  Hak Asas i  Manus ia  R. I . ,  berkedudukan  

di  J l .  H.R.  Rasuna  Said  Kav.  6- 7- ,  Kuningan ,  

Jakar ta  Sela tan ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

te r t angga l  7  Desember  2010,  yang  kemudian  

member  Kuasa Subst i t u s i  kepada  :  

1. ASYARIE  SYAIHABUDIN  R,  SH. ,  M.H.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. JOSI  BESAR  SUGIARTO,  SH. ,  M.H.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

3. ARIO  PRIOJATI ,  SH. ,  

M.Si . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

4. MAFTU, 

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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SH. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. A.  AHSIN  THOHARI,  SH. ,  M.H.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. LANANG  DWI  KURNIAWAN,  SH. ,M.H.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. DARU  CATUR  WIJAYANTO,  S.H.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya  Warganegara  Indones ia ,  peker j aan  

Pajaba t  dan  Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  

Kementer i an  Hukum Dan Hak  Asas i  Manus ia  R. I . ,  

berkedudukan  d i  J l .  H.R.  Rasuna  Said  Kav.  6-

7- ,  Kuningan ,  Jakar ta  Sela tan ,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Subst i t u s i  tangga l  8  Desember  

2010,  se lan ju t nya  d isebu t  sebaga i  .

…………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . .……… 

TERGUGAT ;  

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI  DAMAI  SEJAHTERA,  (d iwaki l i  

oleh  :  MAGIT  LES  DENNY TEWU,  SE. ,  M.M) ,  

Warganegara  Indones ia ,  Peker jaan  Ketua  Umum 

Par ta i  Damai   

Sejah te ra ,  berkedudukan  di  J l .  Let .  Jen.  S.  

Parman No.  6  G,  Bundaran  Sl ip i ,  Jakar t a  Bara t  

-  11480,  dengan  in i  member i   Kuasa kepada  :

1. ASTRO  P.  GIRSANG,  SH.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  3 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. SITI  HANDAYANINGSIH,  SH. ,  M.H.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. GIDEON  MAMAHIT,  

SH. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

4. DAMINI  WIDJAYANTI,  

SH. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. WAWAN  SETIAWAN, 

SH. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. FRANS  SALOM  GIRSANG, 

SH. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya  Warganegara  Indones ia ,  peker j aan  

Advokat  dan Pengacara  pada  Girsang  Handayan i  & 

Par tne rs  Law Fi rm,  bera lamat  di  Gedung  Ar tha  

graha  Lt .  6,  J l .  Jend.  Sudi rman  Kav.  52- 53,  

Jakar t a  –  12190,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  tangga l  10 Desember  2010  dan dipe rba i k i  

pada  tangga l  20  Desember  2010,  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i  . . . . . . . TERGUGAT  I I  

INTERVENSI  ;  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  te r sebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta  Nomor  :  160/PEN- DIS/2010 /PTUN- JKT.  tangga l  

11  Nopember  2010  ten tang  Pemer iksaan  dengan  Acara  

Biasa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4
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Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta  Nomor  :  160/PEN/2010/PTUN- JKT.  tangga l  11  

Nopember  2010  ten tang  Penunjukan  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  dan memutus  perkara  in i  ;  - - - - - - - - - - - -  

Telah  membaca Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara  Jakar ta  Nomor  :  160/PEN- HS/2010/PTUN- JKT,  

tangga l  12 Nopember  2010 ten tang  Har i  Pemer iksaan  Pers iapan  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  berkas  perkara  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Ber i t a  Acara  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  dan  memer iksa  sura t - sura t  bukt i  ser ta  

mendengarkan  kete rangan  para  pihak  yang  berperka ra  

dipe rs i dangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  menggugat  Tergugat  

dengan  Sura t  Gugatan  te r t angga l  08  Nopember  2010  yang  

di te r ima  dan  te rda f t a r  d i  Kepani te r aan  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  Jakar ta  pada  tangga l  9 Nopember  2010,  d ibawah  

reg i s t e r  perkara   Nomor  :  160/G/2010 /PTUN- JKT.  dan  te l ah  

dipe rba i k i  pada  s idang  pemer iksaan  pers iapan  pada  tangga l  

13  Desember  2010,  yang  pada  pokoknya  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DASAR GUGATAN:

Hal  5 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
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Adapun yang  menjad i  dasar  gugatan  Penggugat  ada lah  :  

1. Bahwa,  Penggugat  adalah  sa lah  satu  Pendi r i  Par ta i  Damai  

Sejah te ra ,  berdasarkan  Akta  Pendi r i an  Par ta i  Damai  

Sejah te ra  yang  dibua t  d i  hadapan  Notar i s  El l i z a  

Asmawel ,  SH.  Nomor  1 tangga l  1 Oktober  2001,  dan te lah  

te r - reg i s t e r  d i  Depar temen Kehak iman dan HAM tahun  2001  

(Buk t i  P-

1) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa,  Penggugat  ada lah  Anggota  Par ta i  Damai  Sejah te ra  

berdasarkan  Kar tu  Anggota  Par ta i  Damai  Sejah te ra  dan  

sampai  saat  in i  s ta tus  keanggotaan  PENGGUGAT masih  

ber l aku  (Buk t i  P- 2) .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa,  berdasarkan  Pasal  1  ayat  2  Undang- Undang  No.  2  

Tahun  1999  Tentang  Par ta i  Pol i t i k  junc to  Pasa l  15 ayat  

1 Undang- Undang No.2  Tahun 2008 Tentang  Par ta i  Pol i t i k ,  

kedau la tan  Par ta i  Pol i t i k  berada  di  tangan  anggota  yang  

di l aksanakan  menuru t  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah 

Tangga.  Dan dalam Pasa l  15  ayat  3  dinya takan ,  anggota  

Par ta i  Pol i t i k  waj ib  mematuh i  dan melaksanakan  Anggaran  

Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga  ser ta  berpar t i s i p a s i  

da lam keg ia tan  Par ta i  Pol i t i k . - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa,  Penggugat  juga  ada lah  Anggota  Dewan Per t imbangan  

Pusat  (DEPERPU) Par ta i  Damai  Sejah te ra ,  berdasarkan  SK 

DPP  PDS  No.  082/SK.DPP.PDS/XI I / 2006  te r t angga l  14  

Desember  2006  Dan  SK te rsebu t  sampai  saat  in i  masih  

6
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te tap  ber laku  t i dak  pernah  dicabu t  (Buk t i  P- 3) . - - - - - - - -

5. Bahwa,  berdasarkan  Akta  Notar i s  No.  1 Tahun  2001  (v ide  

Bukt i  P- 1)  Pasa l  19  ayat  1  menentukan  bahwa,  Dewan 

Per t imbangan  Pusat  (DEPERPU)  Par ta i  Damai  Sejah te ra  

diben tuk  untuk  mengawasi  pe laksanaan  Anggaran  Dasar  

dan  Rumah  Tangga,  keputusan  rapa t - rapa t  dan  

musyawarah ,  dan  memi l i k i  kewenangan  pengawasan  secara  

nas iona l  untuk  mengarahkan ,  membimbing ,  ser ta  

mengambi l  sanks i  sementara  sebe lum ke luarnya  keputusan  

f i na l  Musyawarah  

Nasiona l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

6. Bahwa,  Keputusan  Terguga t  a- quo  (Obyek  Sengketa )  

te rsebu t ,  baru         d ike tahu i  o leh  Penggugat  pada  

tangga l  5  Nopember   2010,  seh ingga  penga juan  gugatan  

in i  masih  da lam tenggang  waktu  90 (sembi l an  pu luh )  har i  

se jak  dike tahu i  Keputusan  a- quo ,  sesua i  dengan  

keten tuan  Pasa l  55  Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  

Nomor  No  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ber i ku t  perubahannya  ya i t u  Undang- undang  No.  9 

Tahun  2004  Tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  No 5 

Tahun  1986,  yang  berbuny i :  “ Gugatan  dapat  d ia j ukan  

hanya  da lam  tenggang  waktu  sembi l an  puluh  har i  

te rh i t u ng  se jak  saat  d i te r imanya  atau  diumumkannya  

Keputusan  Badan   atau  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara” . - - - - - - -

7. Bahwa,  Keputusan  Terguga t  a- quo  (Obyek  Sengketa )  

Hal  7 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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ada lah  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha Negara ,  dan  yang  

te lah  memenuhi  unsur  Pasa l  1  angka  3  Undang- Undang 

Nomor  5 Tahun 1986 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  

ber i ku t  perubahannya  ya i t u  Undang- Undang  No.  9  Tahun  

2004  Tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  No 5  Tahun  

1986,  yang  berbuny i :  “ Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

ada lah  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang   d ike lua rkan  oleh  

Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  

t i ndakan  Hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  yang  

bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i d ua l ,  dan  f i na l ,  yang  

menimbulkan  ak iba t  hukum  bag i  seseorang  atau  Badan  

Hukum 

Perdata . ” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa,  Keputusan  Terguga t  a- quo  Bers i f a t  Konkr i t ,  

ya i t u  t i dak  abst rak  te tap i  berwu jud ,  te r t en tu  atau  

dapat  d i ten tukan ,  yang  berupa :  “Keputusan  Menter i  Hukum 

Dan Hak Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  No.  No.  M.HH-

14.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  2  Nopember  2010  

Tentang  Pengesahan  Perubahan  Kepengurusan  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra  Per iode  2010-

2015”  (Buk t i  P- 4) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa,  Keputusan  Terguga t  a- quo  Bers i f a t  Ind i v i dua l  

karena  Keputusan  Menter i  Hukum Dan Hak  Asas i  Manusia  

Republ i k  Indones ia  No.  M.HH-14.AH.11 .01  Tahun  2010  

te r t angga l  2 Nopember  2010 Tentang  Pengesahan  Perubahan  

8
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Kepengurusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  

Sejah te ra  Per iode  2010- 2015 t i dak  di tu j u kan  untuk  umum,  

te tap i  te r t en tu  ba ik  alamat  maupun  hal  yang  

di t u j u . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

10. Bahwa,  Keputusan  Terguga t  a- quo  Bers i f a t  Fina l  karena  

Keputusan  Menter i  Hukum Dan Hak Asas i  Manusia  Republ i k  

Indones ia  No.  M.HH-14.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  2 

Nopember  2010 Tentang  Pengesahan  Perubahan  Kepengurusan  

Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra  Per iode  

2010- 2015  sudah  def i n i t i f  dan  karenanya  dapat  

menimbulkan  ak iba t  

hukum. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

DUDUK PERKARA:

Adapun duduk  perkara  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

11. Bahwa,  Tergugat  a- quo  pada  tangga l  02  Nopember  2010  

te l ah  mengeluarkan  Sura t  No.  M.HH-14.AH.11 .01  Tahun  

2010  Tentang  Pengesahan  Perubahan  Kepengurusan  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra  Per iode  2010-

2015,  yang  te l ah  menjad i  Obyek  Sengketa  dalam  perkara  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa,  t i ndakan  Tergugat  a- quo  te r sebu t  pada  but i r  11 

di  atas  secara  te rang - te rangan  sangat  ber ten tangan  

dengan  pasa l   8  Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  No.  2  

Tahun  2008  Tentang  Par ta i  Pol i t i k  yang  menyatakan :  

“DALAM  HAL  TERJADI  PERSELISIHAN  PARTAI  POLITIK ,  

Hal  9 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
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PENGESAHAN PERUBAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 

AYAT  (2 )  TIDAK  DAPAT  DILAKUKAN  OLEH 

MENTERI” . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa,  t i ndakan  Tergugat  a- quo  se la i n  sangat  

ber ten tangan  dengan   Pasa l  8  Undang- Undang  Republ i k  

Indones ia  No.2  Tahun  2008  Tentang  Par ta i  Pol i t i k  

te rsebu t  d i  atas ,  juga  t i ndakan  Terguga t  a- quo ,  sangat  

menyimpang  dar i  ar t i   Pasa l  24  Undang-  Undang  Republ i k  

Indones ia  No.  2  Tahun  2008  Tentang  Par ta i  Pol i t i k  yang  

berbuny i :  ”DALAM HAL TERJADI  PERSELISIHAN KEPENGURUSAN 

PARTAI  POLITIK  HASIL  FORUM TERTINGGI  PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN  PARTAI  POLITIK ,  PENGESAHAN  PERUBAHAN 

KEPENGURUSAN BELUM DAPAT DILAKUKAN OLEH MENTERI  SAMPAI 

PERSELISIHAN 

TERSELESAIKAN”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

14. Bahwa,  Undang  Undang  No.  2  Tahun  2008  Bab  XIV  ten tang  

Penye lesa ian  Perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k ,  pada  Pasal  32  

ayat  (2 )  menetapkan :  “Da lam  hal  musyawarah  dan  mufaka t  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  t i dak  te rcapa i ,  

penye lesa i an  perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  d i tempuh  

mela lu i  pengad i l an  atau  di  lua r  pengad i l an ” .  Dan 

Penggugat  te l ah  patuh  pada  Undang  Undang  te rsebu t  d i  

atas ,  la l u  menempuh  langkah- langkah  yang  diu ra i kan  di  

bawah  in i  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

10
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15. Bahwa,  Penggugat  te l ah  menempuh  penye lesa ian  

perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  (PARTAI  DAMAI SEJAHTERA) di  

Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Bara t ,  tangga l  3  Mei  2010  

dengan  Nomor  Perkara  No.  326/Pd t .G /2010 /PN.Jk t .Ba r  

(Buk t i  P-

5) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa  da lam  perkara  No.  326/Pdt .G /2010 /PN.Jk t .Ba r .  

te rsebu t  d i  atas ,  Penggugat  ber t i ndak  sebaga i  Penggugat  

melawan  Ruyand i  Hutaso i t  da lam jaba tannya  sebaga i  Ketua  

Umum  Par ta i  Damai  Sejah te ra  sebaga i  Tergugat .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bahwa,  perkara  gugatan  No.  326/Pd t .G /2010 /PN.Jk t .Ba r . ,  

te rsebu t  d i  atas ,  te l ah  dipu tus  o leh  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Bara t ,  te r t angga l  9  Agustus  

2010  (Buk t i  P-

6) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bahwa,  atas  Putusan  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Neger i  

Jakar t a  Bara t  te rsebu t ,  Penggugat  merasa  t i dak  puas  dan  

t i dak  dapat  mener ima   seh ingga  Penggugat  pada  har i  

Senin  tangga l  23  Agustus  2010  te lah  melakukan  upaya  

hukum  Kasas i  Ke  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  

(Buk t i  P-

7) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bahwa,  atas  upaya  hukum  kasas i  yang  di l akukan  oleh  

Hal  11 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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Penggugat ,  te lah  Penggugat  ber i t ahukan  ke  Tergugat  a-

quo,  mela lu i  sura t  No.  52- U/DPP- PDS/VI I I / 1 0  te r t angga l  

24  Agustus  2010  (Buk t i  P-

8) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Bahwa,  Penggugat  juga  te l ah  melakukan  gugatan  atas  

te r j ad i n ya  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam 

penye lenggaraan  Musyawarah  Nasiona l  Par ta i  Damai  

Sejah te ra  I  Tahun  2006  di  Jakar ta  oleh  Ruyand i  Hutaso i t  

da lam  jaba tannya  sebaga i  Ketua  Umum Par ta i  Damai  

Sejah te ra .  Gugatan  dia jukan  tangga l  4  Oktober  2010  di  

Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Bara t ,  dengan  Nomor  

698/Pdt .G /2010 /PN.JKT.BAR,  yang  saat  in i  pers i dangan-

pers i dangannya  sedang  ber langsung .  (Buk t i  P-

9) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bahwa,  atas  upaya- upaya  Penggugat  memenuhi  persyara tan  

Undang- Undang  te rsebu t  d i  atas ,  Penggugat  te l ah  

member i t ahukannya  ke  Menter i  Hukum  Dan  Hak  Asas i  

Manusia  mela lu i  Sura t  No.  003/SPP- PMHN/X/10  te r t angga l  

11 Oktober  2010  dengan  Per iha l  :  “PERMOHONAN AGAR TIDAK 

MENGELUARKAN  PENDAPAT  DAN  TIDAK  MENERBITKAN  SURAT 

PENGESAHAN TERHADAP PARTAI  DAMAI  SEJAHTERA SEHUBUNGAN 

ADANYA GUGATAN DI  PENGADILAN NEGERI  SESUAI  KETENTUAN 

PASAL 24  UNDANG-UNDANG NO.  2 TAHUN 2008  TENTANG PARTAI  

POLITIK”  (Buk t i  P-

10) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Bahwa,  Upaya  Hukum Kasas i  yang  di l akukan  oleh  Penggugat  

12
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dalam Perkara  No.326/Pd t .G /2010 /PN.Jk t .Ba r .  te rsebu t  d i  

atas ,  sampai  det i k  in i  masih  ber ja l an  dan  belum 

mendapat  putusan  yang  berkekua tan  hukum  te tap  ( IN  

KRACHT).  ar t i n ya ,  Perkara  Perse l i s i h an  di  Dalam Par ta i  

Pol i t i k  (Par ta i  Damai  Sejah te ra )  be lum mendapat  putusan  

yang  te l ah  berkekua tan  hukum te tap  ( IN  KRACHT)  dar i  

Lembaga Leg is l a t i f .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bahwa,  oleh  karena  i t u  t i ndakan  Tergugat  a- quo  yang  

te l ah  mengeluarkan  Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum Dan 

Hak  Asas i  Manus ia  Republ i k  Indones ia  No.  No.  M.HH-

14.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  2  Nopember  2010  

Tentang  Pengesahan  Perubahan  Kepengurusan  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra  Per iode  2010- 2015  

(Obyek  Sengketa )  nyata - nyata  te l ah  melanggar  Undang-

Undang  No.  2  Tahun  2008  Tentang  Par ta i  

Pol i t i k . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bahwa,  t i ndakan  Tergugat  a- quo  yang  te l ah  mengeluarkan  

Obyek  Sengketa  te rsebu t  d i  atas ,  adalah  sangat  tepa t  

dan  iden t i k  dengan  amanat  Undang- Undang  No.  5  Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ber i ku t  

perubahannya  ya i t u  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  

Tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  No 5  Tahun  1986,  

ya i t u  Pasal  53  Ayat            (2 )  huru f  a,  yang  

berbuny i :  “KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU 

BERTENTANGAN  DENGAN  PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  13 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. Bahwa,  t i ndakan  Tergugat  a- quo  mengeluarkan  Obyek  

Sengketa  te rsebu t  d i  atas  juga  ber ten tangan  dengan  

Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik ,  sebaga imana  

dimaksud  d i  da lam penje lasan  Pasal  53 ayat  (2 )  huru f   b  

Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  

1986. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

YAKNI BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS :  

a. “ Asas  Kepast i an  Hukum”  :  Oleh  karena  Keputusan  

Tergugat  a- quo  mengeluarkan  Obyek  Sengketa  TIDAK 

BERDASAR PADA  PUTUSAN  LEMBAGA  LEGISLATIF  YANG 

BERKEKUATAN  HUKUM  TETAP  ( in - krach t )  TERHADAP 

PERSELISIHAN/PERSENGKETAAN PARTAI  POLITIK ,  DI  PARTAI  

DAMAI  SEJAHTERA.  seh ingga  t i ndakan  Tergugat  a- quo 

mengeluarkan  Obyek  Sengketa  je l as - je l as  mengabaikan  

Asas- asas  kepas t i an  hukum  yang  sedang  dica r i  o leh  

Penggugat .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. ” Asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara ”  :  Oleh  karena  

Keputusan  Tergugat  a- quo  mengeluarkan  Obyek  Sengketa  

t i dak  te r t i b  hukum.  TIDAK  MENDAHULUKAN MANA YANG 

WAJIB  DIDAHULUKAN TERLEBIH  DAHULU.   Tidak  Ter t i b  

mendahulukan  kepas t i an  hukum YANG WAJIB  DIDAHULUKAN 

TERLEBIH  DAHULU,  da lam  penye lesa ian  sengketa  

perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k ,  d i  da lam  Par ta i  Damai  

Sejah te ra .  Bahwa  Tergugat  a- quo  sebaga i  Pihak  
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ekseku t i f ,  pe laksana  Undang- Undang,  waj ib  te r t i b  

mematuh i  hukum  dan  perundang- undangan.  Dengan  

mengeluarkan  Obyek  Sengketa  yang  mendahulu i  Putusan  

Lembaga  Legis l a t i f  yang  berkekua tan  hukum  te tap ,  

mengungkapkan  secara  te rang - te rangan  bahwa  Tergugat  

a- quo ,  sebaga i  Penye lenggara  Negara ,  yang  t i dak  

te r t i b  hukum.  Ket idak  Ter t i ban  Pennye lenggara  Negara  

seper t i  yang  di l akukan  Terguga t  a- quo,  dengan 

mengeluarkan  Obyek  Sengketa ,  juga  berdampak  ket i dak  

te r t i b an  hukum kepada   p ihak - p ihak  la i n ,  yakn i  anta ra  

pihak  Penggugat  dengan  pihak  yang  bersengke ta  di  

da lam Par ta i  Damai  Sejah te ra .  Hal  i t u  te r l i h a t  je l as  

da lam  perkara  Nomor  :  698/Pd t .G /2010 /PN.Jk t .Ba r .  

te r t angga l  4  Oktober  2010  yakn i  Gugatan  Penggugat  

te rhadap  Ruyand i  Hutaso i t  da lam  jaba tannya  sebaga i  

Ketua  Umum Par ta i  Damai  Sejah te ra   (seper t i  te rsebu t  

pada  but i r  no.  20  d i  atas )  Dalam  Perkara  Gugatan  

yang  sementara  ber ja l an   d i  Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  

Bara t  seper t i  te rsebu t  d i  atas ,  Lega l  Stand ing  

Penggugat  pada  Dasar  Gugatan  menjad i  berubah  to ta l  

karena  dihancurkan  oleh  Obyek  Sengketa  yang  

dike lua rkan  Penye lenggara  Negara ,  Tergugat  a-

quo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. ” Asas  Keterbukaan ”  :  Oleh  karena   Keputusan  Tergugat  

a- quo  mengeluarkan  Obyek  Sengketa  mengabaikan  

t ransparans i ,  t i dak  menerangkan  hubungan  anta ra  sebab  

dan  ak iba t .  Apa penyebabnya  TERGUGAT a- quo  melakukan  

Hal  15 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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t i ndakan  mendahulu i  kepas t i an  hukum yang  berkekua tan  

hukum  te tap ,  melakukan  t i ndakan  sewenang-   wenang  

dengan  mengeluarkan  Obyek  Sengketa  kepada  Par ta i  

Damai  Sejah te ra    yang    d i    da lamnya     Penggugat  

sedang    berse l i s i h     dan 

menempuh  upaya  hukum.  Dan  s idang- s idang  perkaranya  

sedang  d i  ber ja l an  pada  Lembaga  Pengadi l an?  Ket idak  

Terbukaan  Penye lenggara  Negara  dalam hal  in i  t i ndakan  

Tergugat  a- quo  mengeluarkan  Obyek  Sengketa  sangat  

kenta l  dengan  suatu  ni l a i  kege lapan ,  yang  t i dak  

te rbuka  apa  wujudnya .  Yakn i  yang  mengak iba tkan  

mengapa,  seh ingga  Terguga t  a- quo  mengeluarkan  Obyek  

Sengketa  yang  BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS  UMUM 

PEMERINTAHAN YANG BAIK.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. ”Asas  Propors i ona l i t a s ” ,  karena   Keputusan  Terguga t  

a- quo  mengeluarkan  Obyek  Sengketa  menyebabkan  

Depar temen  Hukum Dan Hak Asas i  Manus ia  menjad i  t i dak  

propors i ona l  dan  t i dak  se imbang  mel indung i  hak  asas i  

semua p ihak  yang  te rsebu tkan  di  da lam  Anggaran  Dasar  

Par ta i  Damai  Sejah te ra  yang  te l ah  d isahkan  o leh  

Depar temen  Hukum  Dan  Hak  Asas i  Manusia  send i r i .  

(Buk t i  P- 11) .  Pihak  PENGGUGAT  DIBUAT  MERASA 

KEHILANGAN HAK ASASI ,  AKIBAT TINDAKAN TERGUGAT a- quo 

YANG MENGELUARKAN OBYEK SENGEKETA.  PENGGUGAT MERASA, 

BAHWA TINDAKAN  TERGUGAT  a- quo  MENGELUARKAN OBYEK 

SENGKETA KARENA TERGUGAT a- quo  HANYA MENGANGGAP HAK 

ASASI  YANG ADA,  HANYALAH HAK ASASI  PIHAK LAIN  YANG 

16
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BERSENGKETA  DENGAN  PENGGUGAT.  HAL  TERSEBUT 

MEMPERLIHATKAN DENGAN JELAS- JELAS BAHWA,  DEPARTEMEN 

HUKUM DAN HAK  ASASI  MANUSIA,  TIDAK  PROPORSIONAL 

MENGAYOMI  HAK ASASI  PENGGUGAT.  SEHARUSNYA,  SEBAGAI 

EKSEKUTIF  PENYELENGGARA NEGARA YANG BAIK,  APALAGI  

DEPARTEMEN NEGARA R. I .  YANG TURUT MEMBENTUK Undang-  

Undang No.  2 Tahun 2008 Tentang  Par ta i  Pol i t i k ,  WAJIB 

MENGAYOMI SEMUA HAK ASASI  MANUSIA  INDONESIA.  BUKAN 

MALAH MELAKUKAN TINDAKAN TERBALIK,  MELAKUKAN TINDAKAN 

YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN 

YANG  BAIK,  YANG  TIDAK 

PROPORSIONAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. ”Asas  Profes iona l i t a s ”  :  Oleh  karena  Tindakan  

Tergugat  a- quo   mengeluarkan  Obyek  Sengketa ,  te l ah  

mendahulu i  Lembaga  Legis l a t i f  YANG BELUM MEMBERIKAN 

PUTUSAN ATAS  PERSELISIHAN/SENGKETA DI  DALAM TUBUH 

PARTAI  DAMAI  SEJAHTERA.  Yang je l as - je l as  dan  te rang-

te rangan  t i dak  pro fes i ona l .  AKIBAT  TINDAKAN  YANG 

MENGABAIKAN  PROFESIONALITAS,  SEPERTI  TERSEBUT  DI  

ATAS,  PENGGUGAT MERASA TELAH DIBUAT MENJADI  MAINAN,  

YANG TIDAK SEPANTASNYA DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA 

NEGARA.  BAHWA,   SEMENTARA PENGGUGAT DITUNTUT UNTUK 

MEMATUHI  HUKUM DAN  MELAKUKAN  UPAYA-UPAYA  HUKUM, 

TETAPI  SEMENTARA ITU,  PADA SAAT YANG SAMA,  TERGUGAT 

a- quo,   BERTINDAK MENGELUARKAN OBYEK SENGKETA.  YANG 

JELAS MEMPERMAINKAN ASAS PROFESIONALITAS.  DAMPAKNYA 

Hal  17 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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MENYEBABKAN PENGGUGAT DIBUAT UNTUK MERASA KEHILANGAN 

HUKUM,  YAKNI  KEMAUAN UNTUK MELAKUKAN UPAYA-UPAYA 

HUKUM  UNTUK  MEMATUHI  PERUNDANG-UNDANGAN.  DAN 

DICIPTAKAN UNTUK MERASA TIDAK MEMILIKI  PERLINDUNGAN 

KEPASTIAN  HUKUM LAGI  di  Negara  Republ i k  Indones ia  

in i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . ”Asas  Akuntab i l i t a s ”  :  Karena  t i ndakan  Tergugat  a- quo 

mengeluarkan  Obyek  Sengketa  TANPA  BERDASAR  PADA 

KEPASTIAN HUKUM YAKNI  PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP 

YANG DATANG DARI  LEMBAGA LEGISLATIF ,  menyebabkan  

Tergugat  a- quo,  MENGABAIKAN  ASAS AKUNTABILITAS.  

Bahwa,  Tergugat  a- quo  membuat  di r i n ya  t i dak  b isa  

dipe rcaya  lag i  sebaga i  lembaga  ekseku t i f  yang  patuh  

hukum.  Bahwa,  t i ndakan  Penye lenggara  Negara ,  bernama 

Menter i  Hukum Dan Hak  Asas i  Manusia ,  te rnya ta  te l ah  

mendahulukan  Keputusannya  send i r i ,  dar ipada  

mendahulukan  Putusan   Lembaga  Pengadi l an  yang  

berkekua tan  hukum  te tap  ( i n - krach t ) .  Dengan 

mengabaikan  asas  akuntab i l i t a s ,  t i ndakan  Tergugat  a-

quo  mengeluarkan  Obyek  Sengketa ,  mencip takan  

kerusakan  kepercayaan  Penggugat  te rhadap  

Penye lenggara  Negara .  Bahwa,  PENGGUGAT DIBUAT  OLEH 

TINDAKAN TERGUGAT a- quo  KEHILANGAN KEPERCAYAAN PADA 

LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA,  yakn i  Lembaga  Terguga t  

a- quo .  - - - - - - - - - - - - - - -
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26. Bahwa,  atas  t i ndakan  Terguga t  a- quo  yang  te l ah  

mengeluarkan  obyek  sengketa  te rsebu t  d i  atas ,  

menyebabkan  Penggugat  merasa  d i rug i kan ,  karena  te l ah  

keh i l angan  hak  dan  kesempatan  untuk  menjad i  pengurus  

dan  pimpinan  Par ta i  Damai  Sejah te ra  untuk  Per iode  2010-

2015.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. Bahwa,  atas  t i ndakan  Terguga t  a- quo  yang  te l ah  

mengeluarkan  Obyek  Sengketa  te rsebu t  d i  atas ,  Penggugat  

merasa  di rug i kan ,  karena  te lah  keh i l angan  hak- hak  

sebaga i  Dewan  Per t imbangan  Pusat  (DEPERPU)  yang  

dinya takan  berdasarkan  Akta  Notar i s  No.1  Tahun  2001  

( v ide  Bukt i  P- 1)  yakn i  Pasal  19  ayat  1  bahwa  “Dewan  

Per t imbangan  Pusat  d iben tuk  untuk  mengawas i  pe laksanaan  

Anggaran  Dasar  dan  Rumah Tangga,  keputusan  rapa t - rapa t  

dan  musyawarah ,  dan  memi l i k i  kewenangan  pengawasan  

secara  nas iona l  untuk  mengarahkan,  membimbing ,  ser ta  

mengambi l   sanks i  sementara  sebe lum ke lua rnya  keputusan  

f i na l  Musyawarah  

Nasiona l . ” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. Bahwa,  t i ndakan  Tergugat  a- quo  yang  te l ah  mengeluarkan  

Obyek  Sengketa  te rsebu t  d i  atas ,  te l ah  merug ikan  

Penggugat ,  karena  Sura t  Keputusan  Dewan  Per t imbangan  

Pusat  ( DEPERPU)  Par ta i  Damai  Sejah te ra  No.  009/SK 

DEPERPU/PDS/VI I I / 2 009  yang  di te t apkan  d i  Jakar ta  

te r t angga l  27  Agustus  2009  Tentang  Pemberhent i an  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra ,  menjad i  tak  

Hal  19 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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bera r t i  dan  atau  menjad i  t i dak  menimbulkan  ak iba t  

hukum.  (Buk t i  P-

12) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. Bahwa,  di te rb i t k annya  Keputusan  Tergugat  a- quo  (obyek  

sengketa )  te rsebu t  d ia tas ,  kerug ian - kerug ian  mana 

Penggugat  mempunyai  a lasan- alasan  dan  berdasar  hukum 

mengajukan  gugatan  in i ,  sesua i  dengan  keten tuan  pasa l  

53  ayat  (1 )  Undang- undang  No.  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- undang  No.  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  yang  berbuny i  :  “Orang  atau  

badan  hukum  perda ta  yang  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  oleh  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  

mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  Pengad i l an  yang  

berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  disengke takan  i t u  dinya takan  bata l  

atau  t i dak  sah  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  tun tu tan  

gant i  rug i  dan  /  atau  rehab i l i t a s i ” .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. Bahwa  oleh  karena  i t u ,  berdasarkan  hal - ha l  ura ian  

te rsebu t  d i  atas  :

DALAM PENUNDAAN :  

A. Bahwa,  Penggugat  memohon  dengan  hormat  kepada  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  dan  atau  Yang 

Mul ia  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  memutus  

perkara  /  sengketa  Tata  Usaha  Negara  in i  agar  k i r anya  

berkenan  untuk  memutus  agar  Obyek  Sengketa  a- quo 

di tunda    du lu  ber lakunya  sampai  dengan  adanya  Putusan  
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Pengad i l an  yang  berkekua tan  Hukum Past i  ( i n - krach t ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Bahwa,  oleh  karena  t i ndakan  Tergugat  a- quo  mengeluarkan  

Obyek  Sengketa  a- quo   sudah  def i n i t i f  dan  karenanya  

dapat  menimbulkan  ak iba t  hukum  pada  Lega l  Stand ing  d i  

Dasar  Gugatan  Penggugat  da lam  Perkara  Gugatan  Nomor 

698/Pdt .G /2010 /PN.JKT.BAR  te r t angga l  4  Oktober  2010  

te rhadap   Ruyand i  Hutaso i t   da lam  jaba tannya  sebaga i  

Ketua  Umum Par ta i  

Damai  Sejah te ra   yang  s idang- s idangnya  k in i  sedang  

ber j a l an  dan  atau  sedang  ber langsung  seper t i  te r sebu t  

pada but i r  no.  20 d i  atas .  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maka,  Penggugat  memohon  dengan  hormat  kepada  Ketua  

Pengad i l an   Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  dan  atau  Yang  

Mul ia  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  memutus  

perkara  /  sengketa  Tata  Usaha  Negara  in i  agar  k i r anya  

berkenan  untuk  memutus  agar  Obyek  Sengketa  a- quo  

di tunda  ber l akunya  sampai  dengan  adanya  Putusan  

Pengad i l an  yang  berkekua tan  Hukum Past i  ( i n - krach t ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

C. Bahwa,  dampak   Keputusan  Tergugat  a- quo  mengeluarkan  

Obyek  Sengketa  sudah  def i n i t i f  dan  karenanya  dapat  

menimbulkan  ak iba t  hukum,  yakn i  menghi l angkan  hak  asas i  

Penggugat  sebaga i  Anggota  Dewan  Per t imbangan  Pusat  

(DEPERPU)  Par ta i  Damai  Sejah te ra  da lam  upaya  hukum 

Hal  21 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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Penggugat  menegakkan  Anggaran  Dasar  Par ta i  Damai  

Sejah te ra ,  berdasarkan  Akta  Notar i s  No.1  Tahun  2001  

( v ide  Bukt i  P- 1)  yakn i  Pasal              19  ayat  1  

bahwa  “Dewan  Per t imbangan  Pusat  d iben tuk  untuk  

mengawasi  pe laksanaan  Anggaran  Dasar  dan  Rumah Tangga,  

keputusan  rapa t - rapa t  dan  musyawarah ,  dan  memi l i k i  

kewenangan  pengawasan  secara  nas iona l  untuk  

mengarahkan ,  membimbing ,  ser ta  mengambi l  sanks i  

sementara  sebe lum  ke lua rnya  keputusan  f i na l  Musyawarah  

Nasiona l . ”  Yang  dampaknya  juga ,  dapat  menimbulkan  

ak iba t  hukum,  yakn i  dapat  menjad i kan   “Sura t  Keputusan  

Dewan  Per t imbangan  Pusat  (DEPERPU)  Par ta i  Damai  

Sejah te ra  No.  009/SK  DEPERPU/PDS/VI I I / 2 009  yang  

di te t apkan  di  Jakar t a  te r t angga l  27  Agustus  2009  

Tentang  Pemberhent i an  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  

Sejah te ra ”  (seper t i  te rsebu t  pada  But i r  nomor  28  d i  

atas ) ,  menjad i  tak  bera r t i  dan  atau  menjad i  t i dak  

menimbulkan  ak iba t  hukum  sama  seka l i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oleh  karena  i t u ,  Penggugat  memohon dengan  hormat  kepada  

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  dan  atau  

Yang  Mul ia  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  memutus  

perkara / sengke ta  Tata  Usaha  Negara  in i  agar  k i ranya  

berkenan  untuk  memutus  agar  Obyek  Sengketa  a- quo  

di tunda  ber l akunya  sampai  dengan  adanya  Putusan  

Pengad i l an  yang  berkekua tan  Hukum Past i  ( i n - krach t ) .  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  berdasarkan  hal - ha l  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  

Penggugat  memohon dengan  hormat  kepada  Ketua  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  dan  atau  Yang Mul ia  Maje l i s  Hakim yang  

memer iksa  dan  memutus  perkara  /  sengke ta  Tata  Usaha Negara  

in i  agar  k i ranya  berkenan  untu k: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan  menunda  pelaksanaan  Obyek  Sengketa  ya i t u  Sura t  

Keputusan  Nomor:  M.HH-14.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  2  

Nopember  2010   Tentang  Pengesahan  Perubahan  Kepengurusan  

Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra  Per iode  2010-

2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Nomor:  

M.HH-14.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  2  Nopember  2010  

Tentang  Pengesahan  Perubahan  Kepengurusan  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra  Per iode  2010-

2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

3. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut   Sura t  Keputusan  

Nomor:   M.HH-14.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  2 

Nopember  2010  Tentang  Pengesahan  Perubahan  Kepengurusan  

Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra  Per iode  

Hal  23 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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2010- 2015.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum  TERGUGAT untuk  membayar  sega la  biaya  yang  

t imbu l  da lam  perkara  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  pers idangan  yang  te l ah  

di te t apkan ,  kedua  be lah  pihak  yang  berperka ra  te lah  hadi r  

d ipe rs i dangan ,  Penggugat  hadi r  kuasanya  bernama :  PARASIAN 

SIMBOLON,  SH.  dan  AGUNG BERTI   IRAWAN,  SH.  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  8 Nopember  2010,  Tergugat  had i r  

kuasanya  bernama :  LANANG DWI KURNIAWAN, SH. ,  M.H.  dan DARU 

CATUR WIJAYANTO,  SH.  berdasarkan  Sura t  Kuasa  tangga l  7 

Desember   2010,  dan  Sura t  Kuasa  Subst i t u s i  tangga l  8 

Desember  201  Tergugat  I I  In te r vens i  hadi r  kuasanya  

bernama :  ASTRO P.  GIRSANG, SH. ,  SITI  HANDAYANINGSIH,  SH. ,  

M.H.  dan  DARMINI  WIDJAYANTI,  SH.  Berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  tangga l  10  Desember  

2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada  Pers idangan  tangga l  20  Nopember  

2010,  Maje l i s  Hakim  te lah  mener ima  Permohonan  In te r vens i  

yang  dia jukan  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra  

Per iode  2010- 2015,  has i l  Munaslub  tahun  2010,  (d iwak i l i  

o leh  MAGIT LES DENNY TEWU, SE. ,  M.M.) ,  da lam ha l  in i  member  

kuasa  kepada  :  1.  ASTRO P.  GIRSANG,  SH. ,  2.  SIT I  

HANDAYANINGSIH,  SH. ,  M.H. ,  3.  GIDEON MAMAHIT,  SH. ,  4.  
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DARMINI   WIDJAYANTI ,  SH. ,  5.  WAWAN SETIAWAN,  SH.  Dan  6.  

FRANS SALOM GIRSANG, SH. ,  kesemuanya  Warganegara  Indones ia ,  

peker j aan  Advokat  dan  Pengacara  pada  Girsang  Handayan i  & 

Par tne rs  Law Fi rm,  bera lamat  di  Gedung  Ar tha  Graha  Lt .  6,  

J l .  Jend.  Sudi rman  Kav.  52- 53,  Jakar ta - 12190,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  10 Desember  2010,  yang  d i t e r ima  

di  Kepan i t e raan   Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakata  pada  

tangga l  20 Desember  2010,  d ibawah  reg i s t e r  perkara  nomor  :  

160/G/2010 /PTUN- JKT. ,  Sura t  Kuasa  dan  Permohonan  

In te r vens i    d ipe rba i k i   masing- masing   ber tangga l   20  

Desember  

2010  dan  tangga l  27  Desember  2010,  yang  d ise rahkan  pada  

s idang  acara  Jawaban  Tergugat  pada  tangga l  4 Januar i  2011,  

yang  pada pokoknya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa Pemohon In te r vens i  merupakan  Par ta i  Pol i t i k  yang  

dalam ha l  in i  d iwak i l i  o leh  Ketua  Umum Dewan Pimpinan  

Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra  berdasarkan  Susunan  

Kepengurusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  

Sejah te ra  Per iode  2010- 2015,  sebaga imana  Akta  Notar i s  

Ny.  Susanna  Tanu,  SH Nomor  19,  te r t angga l  24  Agustus  

2010,  yang  te l ah  disahkan  oleh  Menter i  Kehak iman  dan  

Hak Asas i  Manus ia  R. I .  Nomor  :  M.HH-14.AH.11 .01 .  Tahun  

2010. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

2. Bahwa Pemohon In te r vens i  adalah  pihak  yang  berhak  untuk  

mewaki l i  Par ta i  da lam  urusan  Perad i l an  par ta i  t i ngka t  

pusat  berdasarkan  Pasa l  19  angka  1  but i r  j  anggaran  

Hal  25 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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Rumah Tangga  Par ta i  damai  Sejah te ra  yang  menyebutkan  

kewenangan Ketua  Umum ya i t u  :

“Mewaki l i  Par ta i  da lam urusan  perad i l an  par ta i  t i ngka t  

pusat  dan  atau  menunjuk  

waki l nya ” . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Obyek  Gugatan  Penggugat  da lam  gugatan  di  

Pengad i l an  ta ta  Usaha  Negara  Nomor  :  160/G/2010 /PTUN-

JKT. ,  ada lah  Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum Dan  Hak 

Asas i  Manusia  R. I .  Nomor  :  M.HH-14.AH.11 .01 .  Tahun  

2010. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  dengan  adanya  gugatan  Penggugat  te rka i t  dengan  

Sura t  Keputusan  sebaga imana  te rsebu t ,  maka  je l as  

te rdapa t  kepent i ngan  dar i  Pemohon  In te r vens i  untuk  

tu ru t  ser ta  da lam perkara  in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  Pemohon  In te r vens i  se laku  pihak  yang  

berkepent i ngan  dalam  perkara  in i  memi l i k i  hak  untuk  

membela  haknya  sebaga imana  keten tuan  da lam  Pasa l  83  

ayat  (1 )  Undang- Undang Republ i k  Indones ia  Nomor  5 Tahun  

1986  ten tang  perad i l an  ta ta  Usaha 

Negara . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d i  atas  maka,  

Pemohon  In te r vens i  memohon  kepada  bapak  Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara  untuk  member i kan  purusan  se la  dengan amar  

putusan  sebaga i  hukum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Mener ima  permohonan  Pemohon In te r vens i  menjad i  sebaga i  

sa lah  satu  pihak  dalam perkara  Nomor  :  160/G/2010 /PTUN- JKT.  

Selaku  Penggugat  In tevens i  (voeg ing ) ,  untuk  bergabung  

dengan  Menter i  Hukum Dan Hak Asas i  manusia  se laku  Tergugat  

da lam Perkara  Nomor  :  160/G/2010 /PTUN- JKT. ; - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  permohonan  Pemohon  In te r vens i  

te rsebu t  pada  pers i dangan  tangga l  4  Januar i  2011,  Maje l i s  

Hakim te l ah  menentukan  s ikapnya  dalam Putusan  Sela  Nomor  :  

160/G/2010 /PTUN- JKT/ In te r vens i  yang  amarnya  berbuny i  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

M  E  N  G  A  D  I   L  I   :

1. Mengabulkan  Permohona  In te r vens i  dar i  Pemohon 

In te r vens i  DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI  DAMAI  SEJAHTERA 

PERIODE 2010- 2015,  has i l  MUNASLUB Tahun  2010,  (d iwak i l i  

o leh  MAGIT  LES  DENNY  TEUW,  SE. ,  

M.M.) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menetapkan  kedudukan  Pemohon  In te r vens i  sebaga i  

TERGUGAT  I I  INTERVENSI  da lam  perkara  Nomor  :  

160/G/2010 /PTUN- JKT. ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menagguhkan  b iaya  perkara  yang  t imbu l  o leh  adanya  

Putusan  Sela  sampai  dengan  putusan  

akh i r  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  27 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  sebaga imana  

te rsebu t  d ia tas ,    Tergugat    dan    Tergugat    I I  

In te r vens i    te l ah    mengajukan    Jawaban 

te r t u l i s n ya  masing- masing  pada  pers i dangan  tangga l  11  

Januar i  2011,  yang  pada  pokoknya  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI

Ekseps i  Kompetens i  Mut lak  (Abso lu te  

Competen t i e ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  te l ah  sa lah  mengajukan  gugatan  

te rsebu t  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Perkara  in i  se ja t i n ya  ada lah  persoa lan  

in te rna l  Par ta i  Damai  Sejah te ra ,  karena  Penggugat  

te l ah  berse les i h  dengan  pengurus  Par ta i  damai  

se jah te ra .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  te rsebu t  berkenaan  dengan  Pasa l  32  dan  Pasa l  33  

Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2008  ten tang  Par ta i  

Pol i t i k  yang  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  d ise lesa i kan  dengan  

cara  musyawarah  mufakat .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -
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Dalam hal  musyawarah  mufakat  sebaga imana  d imaksud  

pada  ayat  (1 )  t i dak  te rcapa i ,  penye lesa ian  

perse l i s i h an     Par ta i  Pol i t i k  d i tempuh  

mela lu i  Pengad i l an  atau  di  lua r  Pengadi l an .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penye lesa ian  perse l i s i h an  d i  lua r  Pengad i l an  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  dapat  

d i l akukan  mela lu i     rekons i l i s a s i ,  medias i ,  

atau  arb i t r a se  Par ta i  Pol i t i k  yang  

mekanismenya  dia tu r  da lam Anggaran  Dasar  dan  

Anggaran  Rumah 

tangga . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  33  Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2008  ten tang  

Par ta i  Pol i t i k  menyatakan  :

Perkara  Par ta i  Pol i t i k  berkenan  dengan  keten tuan  

Undang- Undang  in i  d ia j ukan  mela lu i  Pengad i l an  

Neger i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Putusan  Pengad i l an  Neger i  ada lah  putusan  t i ngka t  

per tama dan te rakh i r ,  dan hanya  dapat  d ia j ukan  

kasas i  kepada  Mahkamah  Agung.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Perkara  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

Hal  29 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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dise lesa i kan  oleh  Pengadi l an  Neger i  pa l i ng  

lama  60  (enam  puluh)  har i  se jak  gugatan  

perkara  te rda f t a r  d i  Kepan i t e raan  Pengadi l an  

Neger i  dan  oleh  mahkamah Agung pa l i ng  lama  30 

( t i ga  puluh)  har i  se jak  memor i  kasas i  

te rda f t a r  d i  Kepani ta reaan  Mahkamah  Agung.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  Undang- Undang  te rsebu t ,  kami  

berpendapat  bahwa  Pengad i l an  ta ta  Usaha  Negara  

jaka r t a  t i dak  mempunyai  kompetens i  untuk  

mengadi l i  perkara  par ta i  Pol i t i k  in i ,  karena  

sesua i  dengan  Undang- Undang  te rsebu t ,  yang  

dibe r i k an  kompetens i  abso lu t  untuk  memer iksa ,  

mengadi l i ,  dan  memutus  perkara  Par ta i  Pol i t i k  

ada lah  Pengad i l an  Neger i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ekseps i  Obscuur  Libe l  :  Gugatan  t i dak  je l as /  Kabur .

Bahwa  Penggugat  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  untuk  

memasukkan  Tergugat  ke  da lam  perkara  in i ,  

karena  se ja t i n ya  perkara  in i  adalah  

perse l i s i h an  in te rna l  d i  da lam  Par ta i  Damai  

Sejah te ra . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dal i l - da l i l  Penggugat  sangat  t i dak  je l as  

(Obscuur  Libe l ) ,  karena  anta ra  pos i t a  dan  

30
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pet i t um  t i dak  mempunya i  kesesua ian  dan  sebag ian  

besar  ber i s i  persoa lan  yang  mel iba t kan  anata ra  

Penggugat  dengan  Pengurus  Par ta i  Damai  

Sejah te ra ,  bukan  dengan  Menter i  Hukum Dan  Hak 

Asas i  Manusia . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ekseps i  Erro r  in  Persona  :  Gugatan  Salah  Pihak .

Bahwa  Penggugat  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  untuk  

menggugat  Tergugat  da lam  perkara  in i ,  karena  

se ja t i n ya  perkara  in i  ada lah  perse l i s i h an  

in te rna l  d i  da lam  Par ta i  Damai  Sejah te ra  yang  

mekanisme  penye lesa iannya  dia tu r  da lam pasa l  32  

dan  Pasa l  33  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  

ten tang  Par ta i  Pol i t i k  sebaga iman  te l ah  diku t i p  

di  atas . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  Tergugat  memohon 

kepada  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa ,  mengadi l i ,  dan memutus  

perkara  in i  untuk  member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

Mener ima  Jawaban  gugatan  Tergugat  untuk  

se lu ruhnya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;  dan  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  

perkara  in i . - - - - -

Namun demik ian ,  apab i l a  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  

perkara  in i  berpendapat  la i n ,  dengan  in i  te rguga t  

mengajukan  jawaban  gugatan  dalam  pokok  perkara  atas  

Hal  31 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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gugatan  Penggugat  di  bawah in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

Krono log i  d ike lua r kannya .

Par ta i  damai  Sejah te ra  te l ah  melaksanakan  MUNASLUB 

Par ta i  Damai  Sejah te ra  menghas i l kan  te rp i l i h n ya  

lag i  dr .  Ruyand i  Hutaso i t  sebaga i  Ketua  

Umum.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa  benar  Penggugat  te l ah  mendaf ta r kan  has i l  

MUNASLUB kepada  Tergugat  dengan  sura tnya  nomor  :  

01/S .ex t /DPP.PDS/V/2010A1,  dengan  didasarkan  

sura t  te rsebu t  maka Menter i  Hukum Dan Hak  Asas i  

Manusia  Republ i k  Indones ia  mengeluarkan  Sura t  

Keputusan  Nomor  :  M.HH-14.AH.11 .01  Tahun  2010  

te r t angga l  2  Nopember  2010  Tentang  Pengesahan  

Perubahan  Kepengurusan  dewan  Pimpinan  Pusat  

Par ta i  damai  se jah te ra  Per iode  2010-

2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  Tergugat  memohon 

kepada  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  perkara  in i  untuk  

member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;  dan  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  

perkara  in i . - - -

Demik ian  jawaban  gugatan  kami ,  atas  perha t i annya  

diucapkan  te r ima  kas ih .  Apabi l a  Maje l i s  Hakim  yang  

te rho rmat  t i dak  sependapat  dengan  kami ,  mohon  agar  

dibe r i k an  putusan  yang  sead i l - ad i l nya  (ex  aequo  et  

bono) . - - - - - - - - - - - -

JAWABAN TERGUGAT I I  INTERVENSI :

Bahwa Par ta i  Damai  Sejah te ra  merupakan  sa lah  satu  par ta i  

po l i t i k  yang  did i r i k an  secara  sah  berdasarkan  Anggaran  

dasar  ( ”AD” )  yang  te rmuat  da lam akta  Pendi r i an  Par ta i  

damai  Sejah te ra  ( ”PDS” )  Nomor  :  1.  Tangga l  01  Oktober  

2001  dibua t  d i  hadapan  Notar i s  El l i z a  Asmawel ,  S.H. ,  

yang  te lah    mendapat    pengesahan    berdasarkan  

Sur at   Keputusan    Menter i  

Kehak iman  dan  hak  Azas i  manusia  Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  M.UM.06.09 - 279  te r t angga l  Nopember  

2001 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  par ta i  Damai  se jah te ra  te lah  mengeluarkan  Anggaran  

ruumah  tangga  ( ”ART)  par ta i  sebaga iman  akta  Anggaran  

Rumah  Tangga  Par ta i  Damai  se jah te ra  Nomor  :  19.  

Tangga l  17  jun i  2003  dibua t  d i  hadapan  Notar i s  e l l i z a  

Asmawel ,  S.H.  (Buk t i  T  I I  – 

1) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa hingga  saat  in i  AD/ART PDS te l ah  mengalami  perubahan-
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perubahan  berdasarkan  has i l  Munas dan  Munas lub  sebaga i  

ber i ku t  :

Perubahan  AD/ART  PDS berdasarkan  has i l  Munas  I  PDS 

tahun  2006  di  hote l  Red Top pada  tangga l  23 s/d  27  

Mei  2006,  sebaga imana  te lah  di  akta  nota r i s kan  

dengan  Akta  Pernya taan  Keputusan  Musyawarah  

Nasiona l  I  Par ta i  Damai  se jah te raNo .  2,  tangga l  15  

Jun i  2006,  o leh  Evel i n  Ganduau l i  Siag ian  

Rajagukguk ,  S.H. ,  Notar i s  Jakar ta  (Buk t i  T  I I  – 

2)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penyempurnaan  AD/ART  PDS berdasarkan  has i l  Munaslub  

PDS tahun  2007  d i  Bal i  pada  tangga l  9 s /d  11 Apr i l  

2007,  sebaga imana  te l ah  di  akta  nota r i s kan  dengan  

Sal i nan  Akta  Pernya taan  Keputusan  Musyawarah  

nas iona l  Luar  biasa  par ta i  damai  se jah te ra ,  No.  01,  

tangga l  1  mei  2007,  o leh  Ny.  Susana  Tanu,  S.H. ,  

Notar i s  d i  Jakar ta  (Buk t i  T. I I  – 

3) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa adapun  berdasarkan  has i l  perubahan  AD/ART PDS yang  

te rakh i r  sebaga imana  te lah  disempurnakan  pada  tahun  

2007  PDS mela lu i  DPP PDS te l ah  menja lankan  amanat  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Undang- Undang  par ta i  po l i t i k  

yang  ber laku  saat  i t u ,  ya i t u  Undang- Undang  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  31  tahun  2002  ten tang  par ta i  

po l i t i k ,  khususnya  pada Pasa l  4 yang  menyebutkan  :

”Da lam  hal  te r j ad i  perubahan  anggaran  dasar  dan  
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anggaran  rumah  tangga ,  nama,  lambang,  dan  tanda  

gambar  par ta i  po l i t i k  d ida f t a r kan  Depar temen  

Kehak iman. ” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  hal  in i  AD/ART PDS sebaga imana  has i l  Munas lub  

PDS tahun  2007  bal i  te l ah  nyatanya  te l ah  d isampaikan  

kepada  Depar temen  Kehak iman  (Buk t i  T. I I  –  

4) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa atas  perubahan  AD/ART PDS has i l  Munas  I  PDS tahun  

2006  di  hote l  Red  Top,  pada  pokoknya  te l ah  di t e r ima  

pendaf t a rannya  oleh  Menter i  Hukum  dan  Hak  Asas i  

Manusia  Republ i k  Indones ia ,  sebaga imana  sura t  

Keputusan  Menter i  Hukum dan Hak Asas i  Manus ia  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  M-11.UM.06.08  tahun  2006,  yang  dalam 

amar  putusannya  menyebutkan  :

”Mener ima  pendaf t a r an  Susunan  Pengurus  Dewan 

pimpinan  Pusat  Par ta i  damai  se jah te ra  Per iode  

2006- 2011,  dengan  kedudukan  kanto r  te tap  di  ja l an  

Ti r t a yasa  raya  No.  20  Kebayoran  baru  –  jakar t a  

se la tan  12610,  te l p .  (021)  –  7220725  Fax  (021)  

7250953  yang  d inya takan  dengan  Sura t  Keputusan  

Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra  

Nomor  :  001/SK.DPP.PDS/VI /2006  dan Akta  Pernya taan  

Keputusan  Musyawarah  Nasiona l  I  Par ta i  Damai  

Sejah te ra ,  yang  dibua t  o leh  Notar i s  Evel i ne  

Gandaul i  Siag ian  Rajagukguk ,  S.H.  Nomor  :  2 (dua)  

Hal  35 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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tangga l  15 Jun i  2006. ” - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ha l  te rsebu t  d i  atas ,  maka  je l as  DPP PDS 

te l ah  memenuhi  persya ra tan  sebaga imana  dia tu r  da lam 

keten tuan  Pasa l  4 undang- Undang repub l i k  Indones ia  Nomor  

31  tahun  

2002; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  mela lu i  perubahan- perubahan  AD/ART  PDS  te rsebu t ,  

fak tanya  PDS lo l os   ver i f i k a s i  menjad i  sa lah  satu  

par ta i  peser ta   pemi l i han  umum anggota  

Dewan  perwak i l an  Rakyat  dan  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Republ i k  Indones ia  pada  tahun  2009,  dengan  Nomor  

Urut  Par ta i  Pol i t i k  25  (Buk t i    T. I I  – 

5) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa perubahan  AD/ART PDS te l ah  d i l akukan  sesua i  prosedur  

yang  ber l aku ,  ha l  in i  juga  dikua tkan  sebaga imana  

disebu tkan  da lam  paragra f  per tama  ha laman  61  amar  

Putusan  Pengad i l an  Neger i  jaka r t a  Bara t  da lam  perkara  

Nomor 326/Pd t .G /2010  (Buk t i  T- 6) ,  yang menyebutkan  :

”Menimbang,  bahwa  perubahan- perubahan  AD  PDS 

menuru t  Maje l i s  Hakim te l ah  mememnuhi  syara t  yang  

diamanatkan  oleh  Akta  Pendi r i a n  par ta i  damai  

se jah te ra ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa  pada  perkembangannya  yang  te rakh i r ,  Par ta i  damai  

se jah te ra  te lah  melaksanakan  Musyawarah  nas iona l  Luar  
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Biasa  (Munas lub )  yang  diadakan  pada  tangga l  6  s/d  8 

Mei  2010  d i  manado,  da lam  Munaslub  te rsebu t  

d isampaikan  pengunduran  di r i  dar i  Dr .  Ruyand i  Must i ka  

Hutaso i t ,  S.Pu.  se laku  Ketua  Umum DPP PDS (Buk t i  T I I  

– 7) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa karena  Ketua  umum mengundurkan  di r i ,  maka di l akukan  

pemi l i han  Ketua  Umum Baru  yang  di l akukan  o leh  para  

peser ta  Munaslub  te rsebu t ,  dan  te lah  d ip i l i h  secara  

ak lamas i  Ketua  umum PDS  yang  baru  untuk  menig i s i  

kekosongan  jaba tan  Ketua  Umum pada  saat  i t u ,  ya i t u  

Sdr .  Magi t  Les  Denny  Tewu sebaga i  Ketua  Umum DPP PDS,  

sebaga imana  te r t uang  dalam  keputusan  Musyawarah  

nas iona l  lua r  Biasa  2010  par ta i  damai  Sejah te ra  

Nomor  :  07/MUNASLUB-I I /PDS/V /2010  tangga l  7  mei  2010  

(Buk t i  T. I I  – 

8)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  se lan ju t nya  untuk  memenuhi  keten tuan  Undang- Undang  

repub l i k  Indones ia  Nomor  2  Tahun  2008  ten tang  Par ta i  

Pol i t i k ,  sebaga imana  pasa l  

23  ayat  (2 ) ,  maka  perubahan  susunan  kepengurusan  

te rsebu t  d i l apo rkan  kepada  kemente r i an  Hukum dan  hak  

Asas i  manusia .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI

Maje l i s  hak im  Pengad i l an  ta ta  Usaha  negara  jaka r t a  t i dak  

memi l i k i    kewenangan  secara  abso lu t  untuk  mengadi l i  

Hal  37 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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perkara  a  quo  ( abso lu te  competency  (excep t i o  

dec l i na t o i r ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa gugatan  Penggugat  da lam perkara  a quo  sebaga imana  

Penggugat  mohon agar  d iad i l i  o leh  Ketua  Pengadi l an  ta ta  

usaha  negara ,  menuru t  hemat  te rguga t  I I  In te r vens i  ha l  

te rsebu t  ada lah  sa lah  karena               berdasarkan  

dal i l - da l i l  yang  dikemukakan  oleh  penggugat ,  nyatanya  

t i dak  seharusnya  Penggugat  ajukan  gugatan  in i  ke  

Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  pasa l  33  ayat  91)  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  

2008 ten tang  par ta i  Pol i t i k  menyebutkan  :

”Perkara  par ta i  Pol i t i k  berkenaan  dengan  keten tuan  

Undang- Undang  in i  d ia j ukan  mela lu i  Pengad i l an  

Neger i . ” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Dalam  hal  i t u ,  dengan  je l as  da l i l - da l i l  yang  

dipe rgunakan  i l eh  Penggugat  send i r i  sebaga imana  

te r t uang  pada  angka  12,13 ,14 ,  21  dan  23  gugatan  

Penggugat  adalah  mengacu  ada  keten tuan  Undang- Undang  

te rsebu t ,  sehu ingga  sudah  sepatu tnya  perkara  in i  

d ia jukan  mela lu i  Pengadi l an  

Neger i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Dengan  demik ian  sangat  bera lasan  bag i  Maje l i s  Hakim 

pengad i l an  ta ta  Usaha  Negara  Jakar ta  untuk  t i dak  

mener ima  gugatan  Penggugat  da lam  perkara  a 

quo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  sebaga imana  

dimaksud  d i  atas ,  maka Tergugat  I I  In te r vens i  berpandangan  

bahwa  cukup  bera lasan  bagi  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Tata  

usaha  negara  yang  memutus  perkara  in i  untuk  menja tuhkan  

putusan  se la  t i dak  dapat  mener ima  gugatan  

Penggugat . - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa  hal - ha l  yang  te lah  diu ra i  da lam  pembahasan  

sebe lumnya  mohon  d ianggap  te rmasuk  te ru ra i  kembal i  

da lam pokok  perkara ,  dan  untuk  se lan ju t nya  te rguga t  i i  

in te r vens i  menolak  tegas  da l i l i - da l i l  penggugat  

sebaga imana  gugatannya ,  kecua l i  ha l - ha l  secara  tegas  

yang  diaku i  o leh  Tergugat  I I  

In te r vens i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  t i dak  dapat  d ibenarkan  da l i l  Penggugat  sebaga i  

mana  d isebu tkan  dalam  angka  5  ha laman  3  gugatannya ,  

yang  mendasar i  da l i l n ya  dengan  mempergunakan  Akta  

Notar i s  No.  1  Tahun  2001,  karena  pada  pokoknya  yang  

disebu tkan  oleh  Penggugat  te rsebu t  t i dak  la i n  merupakan  

Pasal  da lam Anggaran  dasar  PDS yang  t i dak  ber laku  lag i  

Hal  39 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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karena  Anggaran   Dasar  PDS nyatanya  te l ah  mengalami  

perubahan- perubahan  sebaga imana  te lah  disebu tkan  di  

atas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  te rguga t  I I  In te r vens i  menolak  tegas  dal i l  

Penggugat  yang  mendasar i  gugatannya  pada  Pasa l  8 

Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  2  Tahun  2008,  

karena  pengesahan  sebag imana  dimaksud  dalam  pasa l  

te rsebu t  nyatanya  mengatu r  ten tang  per iha l  pengesahan  

atas  perubahan  Anggaran  Dasar  dan Anggaran  Runah Tangga  

par ta i ,  dan  fak tanya  obyek  sengketa  sebaga imana  

dimaksud  di  atas  menunjukkan  bahwa  pengesahan  yang  

di l akukan  oleh  Tergugat  ada lah  pengesahan  te rhadap  

Perubahan  Kepengurusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

damai  Sejah te ra  Per iode  2010-

2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Dengan demik ian  dal i l  Penggugat  pada  angka  12 halaman 4  

nyatanya  ada lah  t i dak  re levan  seh ingga  t i dak  patu t  

untuk  d ipe r t imbangkan  o leh  Maje l i s  hak im  yang  memutus  

perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa sebaga imana  angka  13 halaman 4 gugatan  Penggugat ,  

per l u  Terguga t  I I  In te r vens i  menje laskan  kembal i  bahwa 

pasa l  24  Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  2 

Tahun 2008 menyebutkan  :

”Da lam  hal  te r j ad i  perse l i s i h an  kepengurusan  
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Par ta i  Pol i t i k  has i l  fo rum  te r t i n gg i  pengambi l an  

keputusan  Par ta i  Pol i t i k ,  pengesahan  perubahan  

kepengurusan  belum  dapat  d i l akukan  oleh  Menter i  

sampai  perse l i s i h an  

te rse l esa i kan . ” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

5. Bahwa sebaga iman  angka  15  ha laman  5  gugatan  Penggugat  

mengenai  gugatan  Penggugat  da lam  Perkara  nomor  :  

326/Pdt .G /2010 /PN.Jk t .Ba r  tangga l  3  Mei  2010  di  

Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Bara t  anta ra  pihak  yang  

berperka ra  Ben Vik to r  Bar i t a  Si tompul  se laku  Penggugat  

dan  Dr.  Ruyandi  Must i ka  Hutaso i t ,  Spu.  Selaku  Tergugat ,  

da lam per iha l  gugatannya ,  penggugat  menyebutkan  :

”Gugatan  Perbua tan  melawan  Hukum (Gugatan  te rhadap  

Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  damai  se jah te ra  (DPP 

PDS)  yang  dip imp in  Dr .  Ruyand i  Hutaso i t  da lam  

jaba tannya  sebaga i  Ketua  Umum,  Jakar ta ,  atas  

te r j ad i nya  perbua tan  Melawan  Hukum  anta ranya  

pelanggaran  te rhadap  Undang- Undang No.  2 Tahun 2008  

Tentang  par ta i  Pol i t i k  dan  Anggaran  Rumah tangga  

Par ta i  damai  se jah te ra  tahun  2001) . ”  (Buk t i  T. I I  –  

6)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  in i  juga  d i t egaskan  kembal i  pada  angka16  ha laman  5 

gugatan  Penggugat  da lam  perkara  a  quo,  yang  

menyebutkan :

Hal  41 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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”bahwa  dalam  perkara  No.  326/Pdt .G /2010 /PN.Jk t .Ba r .  

te rsebu t  d i  atas ,  PENGGUGAT  ber t i ndak  sebaga i  

PENGGUGAT melawan  Ruyand i  Hutaso i t  da lam  jaba tannya  

sebaga i  Ketua  Umum Par ta i  damai  se jah te ra  sebaga i  

TERGUGAT.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Meskipun  demik ian ,  menuru t  pandangan  Tergugat  I I  

In te r vens i  da l i l  yang  d ikemukakan  oleh  Penggugat  

send i r i  sebaga imana  angka  13  halaman  4  nyatanya  t i dak  

re levan  dengan  gugatan  Penggugat  da lam  perkara  Nomor  

326/Pd t .G /2010 /PN.Jk t .Ba r . d i  Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  

Bara t ,  karena  gugatan  Penggugat  te rsebu t  t i dak  ada  

permasa lahan  mengenai  ”Perse l i s i h an  kepengurusan  

par ta i  Pol i t i k  has i l  fo rum  te r t i n gg i   pengambi l an  

keputusan  Par ta i  

po l i t i k ” . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Dengan  demik ian  je l as  da l i l  sebaga imana  dikemukakan  

Penggugat  da lam perkara  a quo  ada lah  t i dak  re levan  dan 

t i dak  dapat  d ipe rgunakan  dalam  perkara  in i ,  seh ingga  

cukup  alasan  bag i  Maje l i s  Hal im  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara   yang  memutus  perkara  in i  untuk  menolak  gugatan  

Penggugat  da lam  perkara  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

6. Bahwa Terguga t  I I  In te r vens i  mempertanyakan  dasar  dan  

wewenang  Penggugat  untuk  mempergunakan  nomor  sura t  DPP 
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PDS sebaga imana  d isebu tkan  dalam  angka  19  halaman  5 

gugatannya  karena  je l as - je l as  Penggugat  menyatakan  

te lah  member i t ahukan  kepada  Tergugat  mengenai  perkara  

kasas i  Penggugat  mela lu i  sura t  No.  :  52- U/DPP-

PDS/VI I / 10 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  t i dak  dapat  d ibenarkan  Penggugat  untuk  

mempergunakan  dal i l - da l i l n ya  sebaga imana  angka  20  

halaman 5 gugatan  Penggugat  sehubungan  dengan  perkara  a  

quo,  karena  dengan  je l as  Penggugat  menyatakan    bahwa 

gugatan    perkara    nomor    698/Pd t .G /PN.JKT.BAR 

tangga l  4  Oktober  2010  ada lah  berkenaan  dengan  

penye lenggaraan  Musyawarah  Nasiona l  Par ta i  Damai  

Sejah te ra  I  Tahun2006  di  Jakar t a  oleh  Ruyandi  Hutaso i t  

da lam  jaba tannya  sebaga i  Ketua  Umum  Damai  

se jah te ra . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam hal  in i  Tergugat  I I  In te r vens i  kembal i  menegaskan  

bahwa gugatan  te rsebu t  t i dak  memi l i k i  unsur  sebaga imana  

disebu tkan  da lam  pasa l  24  Undang- Undang  repub l i k  

Indones ia  Nomor  2 tahun  2008.  Sela in  i t u ,  fak tanya  Sdr .  

Ruyand i  Hutaso i t  te lah  mengundurkan  di r i  dar i  

jaba tannya  se laku  Ketua  Umum  DPP 

PDS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

8. Bahwa  Terguga t  I I  In te r vens i  t i dak  dapat  mener ima  

alasan  Penggugat  sebaga imana  angka  26  halaman  9 

Hal  43 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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gugatannya  yang  menyatakan  keh i l angan  hak  dan  

kesempatannya  untuk  menjad i  pengurus  dan  pimpinan  

Par ta i  Damai  se jah te ra ,  karena  a lasan  te rsebu t  jus t r u  

ber ten tangan  dengan  perbua tan - perbua tannya  

send i r i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  hal  in i ,  fak tanya  Penggugat  te l ah  beru langka l i  

mengajukan  gugatan  yang  dapat  member ikan  dampak  pada  

akt i v i t a s  PDS,  ha l ;  in i  dapat  d i l i h a t  dengan  fak ta  

sebaga i  ber i ku t  :

Adanya  gugatan  Penggugat  da lam perkara  a quo yang  te l ah  

mengajukan  gugatannya  mela lu i  Pengad i l an  Neger i  

Jakar t a  Bara t  pada  tangga l  3 Mei  2010  dengan  perkara  

nomor  326/Pd t .G /2010 /PN.Jk t .Ba r . ,  yang  pada  pokoknya  

memepermasa lahkan  AD/ART  PDS  has i l  penyempurnaan  

berdasarkan  Munaslub  PDS tahun  2007  d i  ba l i ,  dan  

fak tanya  AD/ART PDS has i l  Munas lub  di  Bal i  te r sebu t  

ada lah  AD/ART  yang  diaku i  dan  d ipe rgunakan  hingga  

saat  in i . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adanya  gugatan  Penggugat  da lam perkara  a quo  yang  te lah  

mengajukan  gugatannya  mela lu i  Pengad i l an  Neger i  

Jakar t a  Bara t  pada

tangga l  4  Oktober  2010  dengan  perkara  nomor  

698/Pdt .G /2010 /  PN.JKT.BAR. ,  yang  pada  pokoknya  

mempermasa lahkan  pelaksanaan  Munas  I  PDS tahun  2006  

di  Hote l  Red  Top  Jakar ta ,  dan  fak tanya  Penggugat  

had i r  dan  memi l i k i  and i l  da lam  pelaksanaan  Munas  I  

PDS 
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te rsebu t . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  pen je lasan  te rsebu t  d i  atas ,  maka  je l as  da l i l  

Penggugat  te rsebu t  menjad i  t i dak  re levan  untuk  

di j ad i kan  bahan  per t imbangan  o leh  Maje l i s  Hakim 

Pengad lan  Tata  Usaha  Negara  yang  memutus  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - -

9. Bahwa Terguga t  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  dal i l  

Penggugat  pada  angka  27  halaman  9  gugatan  Penggugat ,  

karena  dasar  yang  dipe rgunakan  oleh  Penggugat  te rsebu t  

ada lah  Anggaran  Dasar  PDS tahun  2001  yang  sudah  t i dak  

ber l aku  lag i  karena  te l ah  digan t i k an  o leh  AD/ART PDS 

has i l  penyempurnaan  mela lu i  Munas lub  tahun  2007  di  

Bal i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  cukup  bera lasan  bag i  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  memutus  perkara  in i  

untuk  menolak  dal i l  Penggugat  

te rsebu t . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa Terguga t  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  dal i l  

Penggugat  pada  angka  28  ha laman  9  gugatan  Penggugat ,  

karena  SK Deperpu  sebaga imana  dimaksud  te rsebu t  memang 

se jak  awal  t i dak  memi l i k i  dasar  yang  

mengika t . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sela in  i t u ,  apab i l a  memperhat i kan  tangga l  

d ike lua rkannya  SK Deperpu  te rsebu t ,  maka  je l as  kurun  

Hal  45 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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waktu  SK te rsebu t  h ingga  saat  in i  te l ah  menghi l angkan  

s i f a t  pember ian  keputusan  secara  sementara  sebaga imana  

dimaksud  dalam dal i l  Penggugat  pada  angka  27 ha laman  8 

gugatan  

Penggugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian ,  nyatanya  dal i l  Penggugat  ber ten tangan  

dengan  dal i l - da l i l n ya  send i r i  seh ingga  cukup  alasan  

untuk  t i dak  dapat  d i te r ima  o leh  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  memutus  perkara  

in i . - -

11. Bahwa Terguga t  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  dal i l  

Penggugat  sebaga imana  permohonan  penundaannya  pada  

but i r  B,  karena  obyek  sengketa  dalam  perkara  a  quo  

t i dak  memi l i k i  ka i t an  dengan  gugatan  Penggugat  da lam 

perkara  nomor  698/Pdt .G /2010 /PN.JKT.BAR.  te r t angga l  4 

Oktober  2010,  dan dalam hal  in i  gugatan  Penggugat  da lam 

perkara  te rsebu t  menggugat  pe laksanaan  Munas  I  PDS 

tahun  2006  d i  Hote l  red  

Top. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Sela in  i t u  per lu  Tergugat  I I  In te r vens i  tegaskan ,  bahwa 

jus t r u  perbua tan  Penggugat  yang  te l ah  merug ikan  

kepent i ngan  PDS,  dan  apab i l a  obyek  sengketa  da lam 

perkara  in i  d i t unda  pelaksanaannya ,  maka  hal  te rsebu t  

akan  menyebabkan  polemik  yang  dapat  membebankan  para  

konst i t u en  PDS yang  mana pada  Pemi l i han  Pres iden  tahun  

46
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2009  te lah  tu ru t  andi l  mensukseskan  dengan  memi l i h  

Bapak  Susi l o  bambang  Yudhoyono  dan  Boediono  sebga i  

Pres iden  dan  Waki l  Pres iden  Republ i k  Indones ia ,  

seh ingga  dal i l  Penggugat  te r sebu t  patu t  untuk  di to l a k  

da lam  perkara  a  

quo . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  penje lasan  sebaga imana  te lah  diu ra i kan  di  

atas  mohon  k i ranya  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar t a  memutus  perkara  in i  berkenan  untuk  memutus  :

DALAM EKSEPSI

- Mener ima  Ekseps i  Terguga t  I I  In te r vens i  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  bahwa  Pengad i l an  ta ta  Usaha  Negara  t i dak  

berwenang  dalam  perkara  a  

quo ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Membebankan  biaya  perkara  kepada  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  47 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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Menimbang,  bahwa atas  Jawaban  Terguga t   dan  Terguga t  

I I  In te r vens i  te rsebu t  d ia tas ,  Penggugat  mengajukan   Repl i k  

pada  pers idangan  tangga l  18  Januar i  2011,  yang  is i  

se lengkapnya  cukup  di tun j uk  dalam Ber i t a  Acara  Pers idangan  

yang  

bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t  

d ia tas ,  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  mengajukan  

Dupl i k  masing- masing  pada  pers idangan  tangga l  25  Januar i  

2011,  yang  is i  se lengkapnya  cukup  di t un j uk  dalam  Ber i t a  

Acara  Pers idangan  yang  

bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

gugatannya ,  Penggugat  te lah  mengajukan  sura t - sura t  bukt i  

berupa  fo to  copy  yang  te lah  d ibe r i  metera i  cukup  dan  te l ah  

dicocokkan  sesua i  as l i  kecua l i  yang  t i dak  ada  as l i nya ,  dan  

dibe r i  tanda  bukt i  P- 1.  s/d .  P- 18,  yang  r inc i annya  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - -

1. Bukt i  P- 1. : Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum Dan  Hak 

Asas i  Manusia  No.  M.  HH-14.AH.11 .01  TAHUN 

2010  ten tang  Pengesahan  Perubahan  

Kepengurusan  Dewan Pimpinan  Pusat  PDS Per iode  

2010- 2015  tangga l  2  Nopember  2010  ( fo t ocopy  

dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  P- 2. : Sura t  dar i  Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  

Jendera l  Par ta i  Damai  Sejah te ra  Nomor  :  036-

U/DPP- PDS/ I /10 ,  Per iha l  :  Permohonan  

Pendaf ta ran  Atas  Perubahan  Nama di  St ruk tu r  

Pengurus  DPP PDS,  tangga l  2  Januar i  2010,  

kepada  Bp.  Pat r i a l i s  Akbar ,  SH.  Menter i  Hukum 

Dan Hak  Asas i  Manus ia  R. I .  ( fo t ocopy  sesua i  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  

3. Bukt i  P- 3. : Gugatan  Ben  Vic to r  Bar i t a  Si tompul  

te rhadap  dr .  Ruyand i  Hutaso i t  Ketua  Umum 

Dewan Piminan  Pusat  PDS di  Pengad i l an  Neger i  

Jakar t a  Bara t  d ibawah  reg i s t e r  Nomor  :  

326/Pdt .G /2010 /PN.JKT.BAR.  tangga l  3 Mei  2010  

( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  P- 4. : Sura t  dar i  Ketua  dan  Sekre ta r i s ,  Dewan 

Per t imbangan  Pusat  PDS  No.  048- U/DPP-

PDS/V/10 ,  Per iha l  :  Perse l i s i h an  Par ta i  Damai  

Sejah te ra  sesua i  Pasa l  8 Undang- Undang  No.  2 

Tahun 2008,  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  yang  sudah  

dida f t a r kan  ke  Pengad i l an  Neger i  menyangkut  

keabsahan  AD/ART dan  keabsahan  kepengurusan  

DPP PDS ser ta  semua  t i ndakan  keputusannya ,  

tangga l  4  Mei  2010  kepada  Bp.  Pat r i a l i s  

Hal  49 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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Akbar ,  SH.  Menter i  Hukum  Dan  Hak  Asas i  

Manusia  R. I .  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -  

5. Bukt i  P- 5. : Sura t  dar i  Ketua  dan  Sekre ta r i s ,  Dewan 

Per t imbangan  Pusat  PDS  No.  052- U/DPP-

PDS/VI I I / 1 0 ,  Per iha l  :  Peber i t ahuan  

Pernya taan  Kasas i  ke  Mahkamah  Agung  atas  

Perse l i s i h an  Par ta i  Damai  Sejah te ra  sesua i  

Pasal  8  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2008,  

ten tang  Par ta i  Pol i t i k ,  tangga l  24  Agustus  

2010  kepada  Bp.  Pat r i a l i s  Akbar ,  SH.  Menter i  

Hukum Dan  Hak  Asas i  Manusia  R. I .  ( fo t ocopy  

dar i  fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  P- 6. : Sura t  dar i  Kuasa  Ben  Vic to r  Bar i t a  

Si tompul  dan  Desman Gul tom,  SH. ,  Mba.  se laku  

Pendi r i  PDS No.  003/SPP- PMHN/X/10 .  Per iha l  :  

Permohonan  t i dak  mengeluarkan  pendapat  dan  

t i dak  menerb i t kan  sura t  pengesahan    te rhadap  

PDS sehubungan  adanya  gugatan  d i  Pengadi l an  

Neger i  sesua i  keten tuan  Pasal  24  Undang-

Undang  No.  2           Tahun  2008,  ten tang  

Par ta i  Pol i t i k ,  tangga l  11  Oktober  

2010  kepada  Bp.  Pat r i a l i s  Akbar ,  SH.  Menter i  

Hukum Dan  Hak  Asas i  Manusia  R. I .  ( fo t ocopy  

dar i  fo tocopy )  ;  - - - - - - - - - - - - - - -
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7. Bukt i  P- 7. : Sura t  dar i  Ketua  dan  Sekre ta r i s ,  Dewan 

Per t imbangan  Pusat  PDS  No.  048- U/DPP-

PDS/V/10 ,  Per iha l  :  Perse l i s i h an         PDS 

sesua i  Pasa l  8  Undang- Undang  No.  2  Tahun  

2008,  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  yang  sudah  

dida f t a r kan  ke  Pengad i l an  Neger i  menyangkut  

keabsahan  AD/ART dan  keabsahan  kepengurusan  

DPP PDS ser ta  semua  t i ndakan  keputusannya ,  

tangga l  4  Mei  2010  kepada  Bp.  Pat r i a l i s  

Akbar ,  SH.  Menter i  Hukum  Dan  Hak  Asas i  

Manusia  R. I .  ( fo t ocopy  sesua i  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -  

8. Bukt i  P- 8. : Sura t  dar i  Menter i  Hukum Dan Hak  Asas i  

Manusia  R. I .  Nomor  :  M.UM.01.06- 2:2 ,  

Per iha l  :  Pendaf ta ran  Kepengurusan  DPP PDS 

tangga l  26  September  2006  kepada  Dewan 

Pimpinan  Pusat  PDS  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

9. Bukt i  P- 9. : Memorandum  Direk tu r  Jendera l  

Admin is t r a s i  Hukum Umum kepada  Menter i  Hukum 

Dan Hak Asas i  Manus ia  R. I . ,  Per iha l  

:  Kepengurusan  PDS,  tangga l  1  Jun i  2010  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  51 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  P- 10. : Gugatan  Ben Vic to r  Bar i t a  Si tompul ,  

dan  Desman  Gul tom,  SH. ,  MBA.,  te rhadap  dr .  

Ruyand i  Hutaso i t  Ketua  Umum  Dewan  Pimpinan  

Pusat  PDS di  Pengadi l an  Neger i  Jakar ta  Barat  

dibawah  reg i s t e r  Nomor  :  

698/Pdt .G /2010 /PN.JKT.BAR.  tangga l  4  Oktober  

2010  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  P- 11. : Sal i nan  Akta  PDS tangga l  1  Oktober  

2001  No.  1  oleh  El l i z a  Asnawel ,  SH.  Notar i s  

d i  Jakar ta  ( fo t ocopy  sesua i  as l i )  ; - - - - - - - -

12. Bukt i  P- 12. : Kar tu  Tanda  Anggota  PDS an.  Ben 

V.B.  Si tompul  No.  10.01 .0403 .00000021  tanpa  

fo to  ( fo t ocopy  sesua i  as l i ) ; - - - - - - - -

13. Bukt i  P- 13. : Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  

Pusat  PDS Nomor  :  082/SK.DPP.PDS/XI I / 2006 ,  

ten tang  pembentukan  dan Pengangkatan  Pengurus  

Dewan  Per t imbangan  Pusat  (DEPERPU)  PDS 

tangga l  14  Desember  2006  ( fo t ocopy  sesua i  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  P- 14. : Turunan  Putusan  dalam perkara  Nomor  

:  326/PDT.G/2010 /PN.JKT.BAR.  tangga l  9 

Agustus  2010  ( fo t ocopy  sesua i  sa l i nan  

resmi )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-

15. Bukt i  P- 15. : Turunan  Putusan  Perkara  Nomor  :  

326/PDT.G/2010 /  PN.JKT.BAR.  dike lua r kan  pada  

tangga l  27  Agustus  2010,  atas  permohonan  

Penggugat  secara  l i s an  ( fo t ocopy  sesua i  as l i )  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  P- 16. : Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  

Pusat  PDS  Nomor  ;  

009/SK.DEPERPU/PDS/VI I I / 2 009 ,  ten tang  

pemberhent i an  Dewan  Pimpinan  Pusat  PDS 

tangga l  27  Agustus  2009  ( fo t ocopy  sesua i  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

17. Bukr i  P- 17. : Pengumuman  Menter i  Kehak iman  dan 

Hak  Asas i  Manus ia  Nomor  :  M.UM.05.08- 179  

ten tang  Pendaf ta ran  Pengesahan  Par ta i  Pol i t i k  

PDS tangga l  5  Nopember  2001  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy  

di l eg l i s i r )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bukt i  P- 18. : Memorandum  dar i  Kas i  Pendaf ta ran  

Par ta i  Pol i t i k ,  per i ha l  :  Permohonan Audiemsi  

Dewan  Pimpinan  Pusat  PDS  kepada  Di rek tu r  

Jendera l  Admin is t r a s i  Hukum Umum tangga l  17 

Mei  2010  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  53 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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- - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

namtahannya  Tergugat  te lah  mengajukan  ala t - ala t  bukt i  

berupa  fo to  copy  sura t - sura t  yang  te l ah  dibe r i  metera i  

cukup  dan  te lah  dicocokkan  sesua i  as l i  kecua l i  yang  t i dak  

ada  as l i nya ,  dan  dibe r i  tanda  bukt i  T- 1.  s/a .  T- 3.  yang  

r i nc i annya  sebaga i  ber i ku t  :   - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T- 1. : Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum Dan  Hak 

Asas i  Manusia  No.  M.  HH-14.AH.11 .01  TAHUN 

2010  ten tang  Pengesahan  Perubahan  

Kepengurusan  Dewan Pimpinan  Pusat  PDS Per iode  

2010- 2015  tangga l  2  Nopember  2010  ( fo t ocopy  

sesua i  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T- 2. : Sura t  dar i  Ketua  dan  Sekre ta r i s ,  Dewan 

Per t imbangan  Pusat  PDS  No.  01/S .Ex t /DPP-

PDS/V/10 ,  Lampi ran  :  3 ( t i ga )  Berkas ,  Per iha l  

:  Laporan  Hasi l  MUNASLUB 2010  pds,  tangga l  12  

Mei  2010  kepada  Menter i  Hukum Dan Hak  Asas i  

Manusia  R. I .  Bapak  Pat r i a l i s  Akbar .  ( fo t ocopy  

sesua i  as l i ,  lampi rannya  fo tocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T- 3. : Sal i nan  Akta  Pernya taan  Keputusan  

Musyawarah  Nasiona l  Luar  Biasa  PDS tangga l  12  

Mei  2010  Nomor  :  08  oleh  Ny.  Susanna  Tanu,  
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SH.  Notar i s  d i  Jakar ta  ( fo t ocopy  sesua i  as l i )  

; -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

bantahannya  Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  mengajukan  ala t -

ala t  bukt i  berupa  fo to  copy  sura t - sura t                 yang  

te l ah  dibe r i  metera i  cukup  dan te lah  d icocokkan  sesua i  as l i  

kecua l i  yang               t i dak  ada  as l i n ya ,  dan  diber i  

tanda  bukt i  T. I I . I n t v - 1.  s /d .  T. I I . I n t v - 10.  yang  r inc i annya  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T. I I . I n t v - 1. : Sal i nan  Akta  Anggaran  Rumah 

Tangga PDS No.  18,  tangga l  17 Jun i  2003,  

o leh  El l i z a  Azmawel ,  SH. ,  Notar i s  d i  

Jakar t a  ( fo t ocopy  sesua i  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T. I I . I n t v - 2. : Akta  Pernya taan  Keputusan  

Musyawarah  Nasiona l  I  PDS No.  2,  tangga l  

15  Jun i  2006,  o leh  Evel i ne  Gandaul i  

Siag ian  Rajagukguk ,  SH.  Notar i s  d i  

Jakar t a  ( fo t o  copy  sesua i  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

3. Bukt i  T. I I . I n t v - 3. : Sal i nan  Akta  Pernya taan  

Keputusan  Musyawarah  Nasiona l  Luar  Biasa  

PDS,  nomor  01,  tangga l  1 Mei  2007,  o leh  

Ny.  Susanna  Tanu,  S.H. ,  Notar i s  d i  

Jakar t a   ( fo t o  copy  sesua i  

Hal  55 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T. I I . I n t v - 4. : Tanda  te r ima  Sal i nan  Akta  

Pernya taan  Keputusan  Musyawarah  Nasiona l  

Luar  Biasa  PDS oleh  Menter i  Hukum dan  

Hak Asas i  Manus ia  tangga l  9 Agustus  2007  

( fo t o  copy  sesua i  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

5. Bukt i  T. I I . I n t v - 5. : Penetapan  Nomor  Urut  Par ta i  

Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  2009,  te r t angga l  

9 Ju l i  2009 ( fo t o  copy  sesua i  as l i )  ; - - -

6. Bukt i  T. I I . I n t v - 6. : Sal i nan  Putusan  Pengadi l an  

Neger i  Jakar t a  Bara t  atas  perkara  

nomor  :  326/PDT.G/2010 /PN.JKT.BAR 

tangga l  9  Agustus  2010,  anta ra  :  BEN 

VICTOR  B.  SITOMPUL  (PENGGUGAT),  

melawan  :  Dr .  RUYANDI  MUSTIKA HUTASOIT 

(Terguga t ) ,  ( fo t o  copy  sesua i  sa l i nan  

putusan)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 Bukt i  T. I I . I n t v - 7. : Sura t  Dr .  Ruyand i  Hutaso i t .  

tangga l  6 Mei  2010,  per iha l  :  Pernya taan  

Pengunduran  Di r i  Selaku  Ketua  Umum DPP 

PDS,  kepada  Peser ta  Munas  I I  PDS d i  

Manado  ( fo t o  copy  sesua i  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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8. Bukt i  T. I I . I n t v - 8. : Keputusan  Musyawarah  Nasiona l  

Luar  Biasa  2010  Par ta i  Damai  Sejah te ra  

Nomor  :  07/MUNASLUB-I I /PDS/V /2010 .  

ten tang  Pengesahan  Ketua  Umum DPP PDS 

Per iode  2010- 2015,  d i te t apkan  di  Manado,  

tangga l  7  Mei  2010  ( fo t o  copy  sesua i  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - -

9.  Bukt i  T. I I . I n t v - 9. : Tanda  te r ima  Sura t  Dewan 

Pimpinan  Pusat  PDS tangga l  9  Mei  2007,  

No.  032/S .Ex t /DPP  PDS/V/2007 ,  per iha l :  

AD/ART PDS,  kepada  Menter i  Hukum &  HAM 

R. I .  ( fo t o  copy  sesua i  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  T. I I . I n t v - 10. : Tanda  te r ima  

laporan  Pelaksanaan  MUNASLUB PDS  no.  

24/S .  Ext /DPP PDS/V/2007,  te r t angga l  13 

Apr i l  2007,  o leh  Kasubd i t  Hukum Tata  

Negara  tangga l  18  Apr i l  2007  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  copy  yang  di l ega l i s i r ) ; - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  in i  Penggugat  te l ah  

mengajukan  2 (dua)  orang  saks i  fak ta  dan  mengaku  bernama :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. SANUSI  ARSYAD, Warga  Negara  Indones ia ,  tempat  lah i r  

Jakar t a ,  tangga l  2  Jun i  1952,  jen i s  

ke lamin  lak i - lak i ,  agama Is l am,  peker j aan  

swasta  (Sek .Jen .  Pusat  Pembelaan  Hukum 

dan  Ham  Par ta i  Damai  Sejah te ra ) ,  

Hal  57 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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ber tempat  t i ngga l  d i  Taman  Por i s  Gaga 

Blok .  A 3/ I I ,  Rt .  002  Rw.  006,  Kelu rahan  

Por i s  Gaga  Batu  Ceper  Kota  

Tangerang  ; - - - -

2. AUGUST HAMONANGAN, Warga Negara  Indones ia ,  tempat  lah i r  

Pematang  Sian ta r ,  tangga l  25  Agustus  

1969,  jen i s  ke lamin  lak i - lak i ,  agama 

Kr is t en ,  peker j aan  swasta /Dosen  

Unive rs i t a s  Wiraswasta  Indones ia ,  

ber tempat  t i ngga l  d i  Kampung  Rambutan  

Rt .  008  Rw.  001,  Kelu rahan  Rambutan ,  

Kecamatan  Ci racas ,  Jakar ta  

Timur  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saks i - saks i  te rsebu t  te lah  member ikan  kete rangan  

dibawah  sumpah  dan  is i  se lengkapnya  cukup  d i t un j uk  pada  

Ber i t a  Acara  pers i dangan  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  in i  Tergugat  I I  

In te r vens i  te lah  mengajukan  1 (sa tu )  orang  saks i  fak ta  dan  

mengaku  bernama :

VICTOR E.  SAERANG, Warga  Negara  Indones ia ,  tempat  lah i r  

Jakar t a ,  tangga l  12  Jun i  1975,  jen i s  ke lamin  

lak i - lak i ,  agama Kr i s t en  Pro tes tan ,  peker j aan  

Wiraswasta ,  ber tempat  t i ngga l  d i  Cempaka 
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Put ih  Timur  No.  12  A.  Rt .  012  Rw.  003,  

Kelu rahan  Cempaka  Put ih  Timur ,  Kecamatan  

Cempaka Put ih ,  Jakar ta  Pusat  ; - - - - - - - - - - - - - - -

Saks i  te rsebu t  te l ah  member ikan  kete rangan  d ibawah  

sumpah  dan  is i  se lengkapnya  cukup  di tun j uk  pada  Ber i t a  

Acara  pers idangan  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  in i  Tergugat  t i dak  

mengajukan  saks i  walaupun  sudah  dibe r i  kesempatan  secara  

patu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Penggugat ,  Tergugat  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  mengajukan  Kes impu lan  masing-

masing  pada  pers idangan  tangga l  3  Maret  2011,  dan  untuk  

mempers ingka t  ura ian  putusan  in i  maka is i  se lengkapnya  dar i  

Kes impulan - kes impu lan  te rsebu t  cukup  di tun j uk  pada  Ber i t a  

Acara  pers idangan  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa akh i rnya  Penggugat  dan Terguga t  ser ta  

Tergugat  I I  In te r vens i  menyatakan  t i dak  mengajukan  sesuatu  

lag i  dan  mereka  mohon 

putusan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  memperhat i kan  sega la  
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sesuatunya  yang   te r j ad i  da lam  pers idangan  yang  te rca ta t  

da lam  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan  dan  Ber i t a  Acara  

Pers idangan  yang  bersangku tan  yang  t i dak  akan  d imasukkan  

dalam  ura ian  putusan  in i ,  namun  te tap  merupakan  satu  

kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  dalam  putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa untuk  t i dak  mengulang i  ha l  yang  sama 

te rhadap  apa  yang  menjad i  maksud/ tu j uan  dan  alasan  gugatan  

Penggugat ,  ekseps i / j awaban  Tergugat  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i ,  Repl i k  dan  Dupl i k  dan  sura t - sura t  bukt i  ser ta  

kes impu lan  para  pihak ,  ada lah  sebaga imana  te rsebu t  

d ia tas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa yang  menjad i  ob jek  sengke ta  perkara  

in i  ada lah  :  SURAT KEPUTUSAN MENTERI  HUKUM DAN HAK ASASI  

MANUSIA NOMOR 

:  M.HH-14.AH.11 .01  TAHUN 2010,  tangga l  02  Nopember  2010,  

Tentang  Pengesahan  Perubahan  Kepengurusan  Dewan  Pimpinan  

Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra  Per iode  2010- 2015 (Buk t i  P- 1 = 

Bukt i  T- 1)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

Menimbang,  bahwa  karena  atas  gugatan  Penggugat  

te rsebu t  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  da lam jawaban  

te r t u l i s n ya  masing- masing  didepan  pers i dangan  tangga l  11  

Januar i  2011  te lah  mengajukan  se jumlah  ekseps i  yang  

para le l ,  ekseps i  mana  di tegaskan  kembal i  da lam  Dupl i k  
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masing- masing  tangga l  25  Januar i  2011  dan  Kesimpulan  

tangga l  3 Maret  2011,  ekseps i  mana berka i t an  ten tang  :

Ekseps i  Kompetens i  Mut lak  (Abso lu te  Competen t i e / e xep t i o  

dec l i na t o i r ) ; - -

Ekseps i  Obscuur  Libe l  :  Gugatan  Tidak  

Je las /Kabur  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ekseps i  Erro r  in  Persona  :  Gugatan  Salah  

Pihak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  ekseps i - ekseps i  te r sebu t  te l ah  

diban tah  oleh  Penggugat  da lam  Repl i k  tangga l  18  Januar i  

2011  dan  Kesimpulan  Penggugat  tangga l  3  Maret  2011  yang  

pada  pokoknya  menyatakan  Penggugat  menolak  semua  ekseps i  

te rsebu t  dan  te tap  pada  dal i l  gugatannya  semula  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  walaupun  d ian ta ra  ekseps i  te rsebu t  

ada  yang  menyangkut  kompetens i  abso lu t  pengad i l an  seper t i  

yang  dimaksud  keten tuan  pasa l  77 ayat  (1 )  Undang- Undang No.  

5 Tahun  1986,  namun karena  dar i  semula  Maje l i s  Hakim t i dak  

yak in  dengan  ekseps i  kompetens i  abso lu t  te rsebu t  maka semua 

ekseps i  te rsebu t  d ipe r t imbangkan  bersamaan  dengan  pokok  

perkara  dalam putusan  akh i r  in i ,  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim 

akan  membert imbangkan  ekseps i - ekseps i  te rsebu t  sebaga i  

ber i ku t  :

Ad.1 .  Eksepsi  Kompetensi  Mutlak  (Absolute  

Competent ie /exept io  
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decl ina to i r )  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada  ekseps i  kompetens i  abso lu t  in i  

Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  mendal i l k an  pada  

pokoknya  bahwa  sesua i  maksud  keten tuan  pasa l  33  Undang-

Undang  No.  2  Tahun  2008  ten tang  Par ta i  po l i t i k  yang  

menyatakan  bahwa  perkara  Parpo l  yang  berkenaan  dengan  

keten tuan  Undang- Undang  in i  d ia j ukan  mela lu i  Pengad i l an  

Neger i ,  dengan  demik ian  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar t a  t i dak  da lam  kompetens i  mengadi l i  perka ra  par ta i  

po l i t i k  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

  Menimbang,  bahwa te rhadap  ekseps i  kompetens i  abso lu t  

in i  Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa dalam perkara  in i  Objek  

Sengketanya  bukan lah  perse l i s i h an  pol i t i k  yang  d imaksud  

keten tuan  pen je lasan  pasa l  32  Undang- Undang  No.  2  Tahun  

2008  te rsebu t ,  walaupun  p ihak - pihaknya  ada  yang  berasa l  

dar i  unsur  dar i  Parpo l  yang  bersangku tan ,  karena  yang  jad i  

Objek  Sengketa  dalam  perkara  in i  adalah  Sura t  Keputusan  

Tergugat  yang  mengesahkan  perubahan  kepengurusan  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra ,  Objek  Sengketa  mana 

ada lah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (besch i kk i ng )  seper t i  

d imaksud  keten tuan  pasa l  1  but i r  3  Undang- Undang  No.  5  

Tahun  1986  (sekarang  pasa l  1  but i r  9  Undang- Undang  No.  51  

Tahun 2009) ,  dengan  demik ian  secara  Absolu t  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  da lam  kompetens i  secara  mut lak  atau  
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secara  abso lu t  mengadi l i n ya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  juga  t i dak  akan  

te r j ebak  da lam  mengadi l i  perse l i s i h an  par ta i  po l i t i k  atau  

konf l i k  in t e rna l  Par ta i  Damai  Sejah te ra  seper t i  yang  

dimaksud  dalam aturan  pen je lasan  pasa l  32 Undang- Undang No.  

2 Tahun  2008  yang  merupakan  kewenangan  abso lu t   pengad i l an  

neger i ,  karena  Maje l i s  Hakim  leb ih  memfokuskan  pada  

pengu j i an  atas  t i ndakan  Tergugat  sebaga i  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  yang  menerb i t kan  Objek  Sengketa  sebaga i  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang,  bahwa  dar i  per t imbangan  te rsebu t  te l ah  

te rbuk t i  bahwa ekseps i  Tergugat  ten tang  kompetens i  abso lu t  

te rsebu t  t i dak  bera lasan  hukum seh ingga  cukup  a lasan  hukum 

menolaknya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ad.2 .     Eksepsi  Obscuur  Libel  :Gugatan  t idak  je las /kabur  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  ekseps i  kedua  in i  Tergugat  

mendal i l k an  pada  pokoknya  bahwa  dal i l  gugatan  Penggugat  

sangat  t i dak  je l as  (obscuur  l i be l )  karena  anta ra  pos i t a  dan  

pet i t um  t i dak  bersesua ian  yang  sebag ian  besar  masalah  

in te rna l  Par ta i  Damai  Sejah te ra  bukan  dengan  masalah  anta ra  

Penggugat  dengan  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  untuk  meni la i  suatu  gugatan  kabur  

(obscuur  l i be l )  atau  t i dak ,  Maje l i s  Hakim  mempedomani  

syara t  fo rm i l  suatu  gugatan  seper t i  yang  dimaksud  keten tuan  

pasa l  56 Undang- Undang No.  5 Tahun 1986,  yang  pada pokoknya  

menentukan  bahwa  :  gugatan  harus  memuat  :  nama,  

kewarganegaraan ,  tempat  t i ngga l  dan  peker j aan  Penggugat ,  

nama jaba tan  dan  tempat  kedudukan  Tergugat ,  dasar  gugatan  

(pos i t a )  dan  hal  yang  d imin ta    untuk  dipu tus  pengad i l an  

(pe t i t um)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  b i l a  keten tuan  te rsebu t  d ihubungkan  

dengan  sura t  gugatan  Penggugat ,  te rnya ta  sura t  gugatan  

te rsebu t  sudah  memuat  semua syara t  fo rmi l  yang  di ten tukan  

atu ran  te rsebu t ,  maka  t i dak  ada  a lasan  hukum  untuk  

menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  je l as / kabu r  (obscuur  

l i be l ) ,  dengan  demik ian  secara  fo rm i l  gugatan  Penggugat  

sudah  sempurna  dan  layak  untuk  dis i dangkan ,  b i l a  gugatan  

juga  memuat  konf l i k  in te rna l  Par ta i  Damai  Sejah te ra  anta ra  

Penggugat  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  ada lah  hal  yang  wajar  

untuk  memper je l as  masalah  sebaga i  la t a r  be lakang  

(background)  dan  suasana  in te rna l  Par ta i  Damai  Sejah te ra  

saat  Tergugat  menerb i t kan  Objek  Sengketa  ; - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  per t imbangan  te rsebu t  te l ah  

te rbuk t i  pu la  bahwa gugatan  Penggugat  t i dak  kabur ,  seh ingga  

cukup  alasan  hukum  pula  menolak  ekseps i  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Ad.3 .  Eksepsi  Error  in  Persona  :  Gugatan  salah  Pihak  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  ekseps i  ket i ga  in i  Terguga t  

mendal i l k an  pada  pokoknya  bahwa  Penggugat  t i dak  

berkepent i ngan  menggugat  Tergugat  da lam  perkara  in te rna l  

Par ta i  Damai  

Sejah te ra  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  Maje l i s  Hakim  te rdapa t  

ket i daks i nk ronan  anta ra  judu l  ekseps i  dengan  dal i l  yang  

di j ad i l a n  alasan  ekseps i ,  karena  t i dak  sama anta ra  gugatan  

sa lah  pihak  dengan  t i dak  berkepen t i ngan  menggugat ,  d imana  

anta ra  keduanya  masing- masing  merupakan  sa lah  satu  jen i s  

ekseps i  yang  berd i r i  

send i r i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  ekseps i  gugatan  sa lah  p ihak  

(e r ro r  in  persona)  mest inya  yang  dida l i l k a n  ada lah  :  

misa lnya  adanya  pejaba t  la i n  (pe rsona  la i n )  yang  leb ih  

tepa t  untuk  diguga t  bukan  Menter i  Hukum Dan  Hak  Asas i  

Manusia ,  misa lnya  bawahan  Terguga t  seper t i  Di r j en  

Admin is t r a s i  Hukum Umum yang  leb ih  ber tanggung jawab  dan  

leb ih  menger t i  persoa lan  tekn i s  kepar ta i an  dan  sebaga inya  

atau  pejaba t  la i nnya ,  b i l a  ha l  seper t i  in i  yang  dimaksud  

oleh  Tergugat  da lam  dal i l  ekseps inya  da l i l  i t u  harus  

di to l ak  karena  dalam  Objek  Sengketa  je l as  Terguga t  yang  

ber tanggung jawab  dalam  penerb i t an  Objek  Sengketa  karena  
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Tergugat  yang  tanda  tangan  sebaga i  pengambi l  keb i j a kan  

sedangkan  para  bawahannya  hanya  sebaga i  pe laksana  keb i j akan  

Tergugat  

sa ja ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa b i l a  yang  dimaksud  dalam ekseps i  in i  

ada lah  masalah  kepent i ngan  hukum Penggugat  untuk  mengajukan  

gugatan  maka ekseps i  te rsebu t  akan  dipe r t imbangkan  sebaga i  

ber i ku t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa per i ha l  kepent i ngan  hukum mengajukan  

gugatan  merupakan  ha l  yang  essens ia l  da lam  hukum acara ,  

sesua i  dengan  agad ium  yang  ber laku  un ive rsa l  yang  dikena l  

dengan  is t i l a h  “T iada  kepent i ngan ,  t i ada  gugatan”  (Po in ’ t  

D’ in t e r e t ,  poin ’ t  d ‘ac t i o n  atau  Poin t  the  in te r es t ,  poin t  

the  act i ons )  yang  maksudnya  bi l a  t i dak  ada  kepent i ngan  

t i dak  boleh  mengajukan  

gugatan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguj i  apakah  Penggugat  

berkepent i ngan  mengajukan  gugatan  atau  t i dak ,  satu - satunya  

kr i t e r i a n ya  ada lah  adanya  kerug ian  seper t i  d imaksud  

keten tuan  pasa l  53 ayat  (1 )  Undang- Undang ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara ,  yang  berar t i  b i l a  dengan  te rb i t n ya  Objek  

Sengketa  menimbulkan  kerug ian  pada  Penggugat  maka  bera r t i  

ada  kepent i ngan  hukum  untuk  mengajukan  gugatan  demik ian  

seba l i k nya  ; - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  Penggugat  sebaga i  sa lah  
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seorang  pend i r i  Par ta i  Damai  Sejah te ra  (Buk t i  P- 11)  te lah  

diangka t  sebaga i  sa lah  seorang   Dewan  Per t imbangan  Pusat  

(Deperpu)  Par ta i  Damai  Sejah te ra  (Buk t i  P- 13)  merasa  

dik i ana t i  idea l i smenya  atas  berbaga i  peny impangan  yang  

di l akukan  pengurus  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra  

seh ingga  merasa  per lu  menyelamatkan  par ta i  dengan  melakukan  

berbaga i  aks i  te rmasuk  mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  

Neger i  Jakar ta  Bara t  (Buk t i  P- 3.  P- 10,  Bukt i  T. I I .  In t v -  

6) ,  ket i ka  perkaranya  belum berkekua tan  hukum te tap  jus t r u  

Tergugat  menerb i t kan  Objek  Sengketa ,  seh ingga  log i s  bi l a  

Penggugat  merasa  di rug i kan  baik    mor i l   maupun   mater i l  

karena   merasa    t i dak   d i   harga i   je r i h    payahnya  

sebaga i  sa lah  seorang  pend i r i  pemegang  amanat  sebaga i  

Deperpu  dalam   mengot ro l  ja l annya  roda  organ i sas i  Par ta i  

Damai  Sejah te ra  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  te lah  te rbuk t i  Penggugat  

di rug i kan  dengan  te rb i t n ya  Objek  Sengketa  dengan  send i r i n ya  

Penggugat  berkepen t i ngan  hukum untuk  membela  haknya   dengan  

menempuh  ja l u r  hukum  seper t i  mengajukan  gugatan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  berbaga i  per t imbangan  te rsebu t  

te rbuk t i  pu la  bahwa  ekseps i  Tergugat  te rsebu t  t i dak  

bera lasan  hukum  dan  cukup  a lasan  hukum  pula  

menolaknya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  karena  semua  ekseps i - ekseps i  Tergugat  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  te rsebu t  te l ah  di to l a k  se lu ruhnya ,  

maka  secara  fo rm i l  gugatan  Pengguat  dapat  d ipe r t imbangkan  

dalam pokok  perkara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang,  bahwa maksud  dan  alasan  gugatan  Penggugat  

ada lah  seper t i  te rsebu t  

d ia tas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Objek  Sengketa  yang  dimin takan  oleh  

Penggugat  pembata lannya  atau  d inya takan  t i dak  sah  adalah  :  

SURAT KEPUTUSAN  MENTERI  HUKUM DAN HAK ASASI  MANUSIA 

NOMOR :  M.HH-14.AH.11 .01  TAHUN 2010,  Tangga l  02  Nopember  

2010,  Tentang  Pengesahan  Perubahan  Kepengurusan  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra  Per iode  2010- 2015  

(Buk t i  P- 1  =  Bukt i  T-

1)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  gugatan  Penggugat ,  

jawaban/ekseps i   Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i ,  

Repl i k - Dupl i k ,  sura t - sura t  bukt i  ser ta  kes impu lan  para  

pihak  di temukan   beberapa  fak ta  yur i d i s  yang  t i dak  

dipe rsengke takan  para  

pihak  atau  yang  diaku i  kebenaranya  o leh  para  pihak  atau  
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set i dak - t i daknya  t i dak  diban tah  secara  tegas ,  dengan  uru tan  

ke jad ian   sbb :  

Bahwa  Penggugat  ada lah  sa lah  seorang  pend i r i  Par ta i  

Damai  Sejah te ra  yang  did i r i k an  tangga l  1 Oktober  2001 

berdasarkan  Akta  Pendi r i an  yang  dibua t  d ihadapan  

Notar i s  El i za  Asmawel ,  SH mendapat  pengesahan  Terguga t  

tangga l  5  Nopember  2001  dan  te l ah  d ican tumkan  dalam 

Ber i t a  Negara  No.  93  Tahun  2001    (Buk t i  P- 11,  Bukt i  

T. I I  In t v - 1 )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l   23  –  27  Mei   2006   d i l angsungkan  

MUNAS I  d i  Hote l  Red TOP Jakar ta ,  dan pada tangga l  9 -  

11  Apr i l  2007  d i l aksanakan  MUNASLUB  di  Bal i  (Buk t i  

T. I I  In t v - 2  dan 

3)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa tahun  2009  Par ta i  Damai  Sejah te ra  menjad i  peser ta  

Pemi lu  uru tan   25  (Buk t i  T. I I . I n t v -

5)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Bahw pada  tangga l  27  Agustus  2009  DEPERPU Par ta i  Damai  

Sejah te ra  te l ah  member i  sanks i  dan 

memberhent i kan /membekukan  pengurus  Dewan  Pimpinan  

Pusat  p impinan  dr  Ruyand i  Hutaso i t  dan mengangkat  Pl t .  

Ketua  Umum  dan  Pl t  Sek jen  (Buk t i  P-

2)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa pada  tangga l  2  Januar i  2010   PLT.  Dewan Pimpinan  

Pusat  Par ta i  Damai  Sejah te ra  mendaf ta r kan  perubahan  
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pengurus  pada  Tergugat  (Buk t i  P-

2)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  3  Mei  2010  Penggugat  mengajukan  

gugatan  ke  Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Bara t  No Perkara  

326/Pdt .G /2010 /  PN.JKT-  BAR  (Buk t i  P-

3)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  4  Mei  2010  Penggugat  mengi r imkan  

sura t  pember i t ahuan   pada   Tergugat  atas  keberadaan  

gugatan  te rsebu t  (Buk t i  

P- 7)  dan  sebaga i  Ketua  DEPERPU mengi r imkan  sura t  

pengena i  adanya  perse l i s i h an  pol i t i k  d i  tubuh  Par ta i  

Damai  Sejah te ra  (Buk t i  P- 4) ; - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  6  Mei  2010  dr .  Ruyand i  Hutaso i t  

mengundurkan  di r i  sebaga i  Ketua  Umum Dewan  Pimpinan  

Pusat  dan minta  d i l aksanakan  MUNASLUB untuk  menentukan  

Penggant i nya  (Buk t i  T. I I . I n t v - 7)  ;  - - - - - - - - - -  

Bahwa pada  tangga l  6 -  8 Mei  2010  d i l aksanakan  MUNASLUB 

di  Manado  yang  memi l i h  M.S.  Denny  Tewu sebaga i  Ketua  

Umum  (Buk t i  T. I I . I n t v -

8) , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  pada  tangga l  12  Mei  2010  has i l  MUNASLUB di  
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Aktano ta r i s kan  dan  pada  tangga l  yang  sama Tergugat  I I  

In te r vens i  mengajukan  permohonan  penerb i t an  Objek  

Sengketa  pada  Tergugat  (Buk t i  P- 1  =  Bukt i  T-

1)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  17  Mei  2010  Kas i  Pendaf ta ran  Parpo l  

membuat  Memorandum kepada  Di r j en  Admin is t r a s i  Hukum 

Umum yang  pada pokoknya  menyampaikan  bahwa dalam tubuh  

Dewan Pimpinan                 Pusat  Par ta i  Damai  

Sejah te ra  sedang  te r j ad i  konf l i k  in t e rna l ,  seh ingga  

Tergugat  be lum  bisa  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

pengesahan  (Buk t i  P-

18)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  1 Juni  2010  Di r j en  Admin is t r a s i  Hukum 

Umum membuat  Memorandum kepada  Terguga t  yang  is i nya  

sama dengan  Memorandum Kasi  Pendaf ta ran  Parpo l  tangga l  

17 Mei  2010 (Buk t i  P- 9)  ; -

Bahwa  pada  tangga l  9  Agustus  2010  Pengad i l an  Neger i  

Jakar t a  Bara t  memutus  perkara  No.  

326/Pdt .G /2010 /PN.JKT- BAR.  Yang  menolak  gugatan  

Penggugat  se lu ruhnya  (Buk t i  P- 14  =  Bukt i  T. I I . I n t v -

6) ; - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  23  Agustus  2010  Penggugat  mengajukan  

upaya  hukum  kasas i  (Buk t i  P-
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15)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  24  Agustus  2010  Penggugat  menyura t i  

Tergugat  untuk  member i t ahukan  upaya  hukum kasas i  o leh  

Penggugat  (Buk t i  P- 5) ;  

Bahwa  pada  tangga l  4  Oktober  2010  Penggugat  kembal i  

mendaf ta r kan  gugatan  ke  Pengadi l an  Neger i  Jakar ta  

Bara t  No.  698/Pd t .G /2010 /PN.JKT- BAR.  berka i t an  dengan  

MUNAS  tahun  2006  (Buk t i  P-

10)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  11 Oktober  2010  Kuasa  Hukum Penggugat  

kembal i  menginga tkan  Tergugat  agar  t i dak  meberb i t k an  

Objek  Sengketa  karena  adanya  gugatan  te rsebu t  (Buk t i  

P- 6)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  02 November  2010  Tergugat  menerb i t kan  

Objek  Sengketa   (Buk t i  P- 1  =  Bukt i  T-

1)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Bahwa  pada  tangga l  09  November  2010  Penggugat  

mendaf ta r kan  gugatan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa yang  masih  menjad i  sengketa  dian ta ra  

para  pihak  yang  merupakan  pokok  perkara  dalam sengketa  in i  

ada lah  :  Apakah  penerb i t an  Objek  Sengketa  te rsebu t  te l ah  
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sesua i  dengan  prosedur  yang  di te t apkan  oleh  aturan  hukum 

baik  pera tu ran  perundang- undangan  maupun  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik  seh ingga  t i dak  mengandung  caca t  

yur i d i s  atau  

seba l i k nya  ?; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Menimbang,  bahwa  untuk  menjawab  per tanyaan  

permasa lahan   pokok  te rsebu t  Maje l i s  Hakim  akan  melakukan  

pengu j i an  ( toe t s i ng )  menggunakan  keten tuan  hukum   yang  

ber l aku  khususnya  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2008  ten tang  

Par ta i  Pol i t i k  d ika i t k an  dengan  fak ta  hukum yang  te rungkap  

dipe rs i dangan ,  dengan  per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

    Menimbang,  bahwa pengu j i an  Objek  Sengketa  dapat  

dar i  seg i  kewenangan,  proses  penerb i t an  dan  subs tans i  

permasa lahan ,  da lam  hal  in i  Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  dahu lu  

akan  menguj i  dar i  seg i  proses  fo rma l  penerb i t an  Objek  

Sengketa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pasa l  8  Undang- Undang  No.  2  Tahun  

2008  memuat  :  “Da lam  ha l  te r j ad i  perse l i s i h an  par ta i  

po l i t i k ,  pengesahan  perubahan  sebaga imana  dimaksud  pasa l  7  

ayat  (2 )  t idak  dapat  d i l akukan  oleh  Menter i ”  ; - - -

Menimbang,  bahwa pen je lasan  pasa l  32  ayat  (1 )  Undang-

Undang No.  2 Tahun 2008 menyebutkan  :  “Yang  dimaksud  dengan  

“perse l i s i a n  par ta i  po l i t i k ”  mel ipu t i  anta ra  la i n  :  1.  

Perse l i s i h an  yang  berkenaan  dengan  kepengurusan ,  2.  
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Pelanggaran  te rhadap  hak  anggota  par ta i  po l i t i k ,  3.  

Pemecatan  tanpa  alasan  yang  je l as .  4.  Penya lahgunaan  

kewenangan,  5.  Per tanggung jawaban  keuangan,  dan/a tau  6.  

Kebera tan  te rhadap  keputusan  par ta i  

po l i t i k ”  ; - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  b i l a  keten tuan  pasa l  te rsebu t  

d ika i t k an  dengan  kasus  dalam  sengketa  in i ,  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  dengan  adanya  berbaga i  gugatan  yang  dia jukan  

Penggugat  dan  unsur  Par ta i n  Damai  Sejah te ra  la i nnya  ke  

Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Bara t  (Buk t i  P- 3  dan  P- 10  ser ta  

Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 6)  gugatan  mana  te rgo long  kepada  

perse l i s i h an  parpo l  seper t i  d imaksud  penje lasan  pasa l  32  

te rsebu t ,  khususnya  mengenai  perse l i s i h an  kepengurusan  

(Buk t i  P- 2  dan  P- 4) ,  penya lahgunaan  kewenangan  oleh  Ketua  

Umum dan  t i dak  adanya  per tanggung jawaban  keuangan,  maka 

te l ah  te rbuk t i  adanya  perse l i s i h an  parpo l  d i tubuh  Par ta i  

Damai  Sejah te ra ,  dengan  demik ian  sesua i  keten tuan  pasa l  8 

te rsebu t ,  secara  hukum Terguga t  t i dak  dapat  atau  te rha lang  

menerb i t kan  Objek  Sengketa   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa berka i t an  dengan  i t u  pasa l  24 Undang-

Undang  No.  2  Tahun  2008   menentukan  :  “Da lam  hal  te r j ad i  

perse l i s i h an  kepengurusan  Par ta i  

Pol i t i k  has i l  fo rum  te r t i n gg i  pengambi lan  keputusan  par ta i  

Pol i t i k ,  pengesahan  perubahan  kepengurusan  belum  dapat  

di l akukan  oleh  Menter i  sampai  perse l i s i h an  

te rse lesa i kan ”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  berbaga i  keten tuan  te rsebu t  

da lam  sengketa  in i  te rbuk t i  pu la  bahwa  ket i ka  Tergugat  

menerb i t kan  Objek  Sengketa  tangga l  02  Nopember  2010  (Buk t i  

P- 1  =  Bukt i  T- 1)  perse l i s i h an  kepengurusan  (kon f l i k  

in te rna l )   da lam  tubuh  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  

Sejah te ra  belum  te rse lesa i kan ,  karena  atas  Putusan  

Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Bara t  tangga l  9  Agustus  2010  

dalam perkara  No.  326/Pd t .G /2010 /PN.Jk t - Bar .  (Buk t i  P- 14  = 

Bukt i  T. I I . I n t v - 6)  Penggugat  mengajukan  upaya  hukum Kasas i  

ke  Mahkamah Agung  (Buk t i  P- 15)  dan  belum  ada  bukt i  ka lau  

Mahkamah  Agung  te l ah  memutusnya  ar t i n ya  perkara  te rsebu t  

be lum  mempunyai  kekuatan  hukum  te tap  ( ink rach t  van  

gewi j sde )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa pember i t ahuan  Tergugat  I I  In te r vens i  

da lam  kes impu lannya  yang  mengin fo rmas i kan  eks is t ens i  

putusan  Mahkamah Agung  yang  menolak  kasas i  Penggugat  da lam 

perkara  No.  997K/Pdt .Sus /2010 ,  d isamping  be lum  d ise r t a i  

dengan  sa l i nan  resmi  putusan  te rsebu t ,  d is i s i  la i n  

putusan  te rsebu t  te rb i t  sete lah  Tergugat  menerb i t k an  Objek  

Sengketa  ( t i dak  ser ta  merta  membenarkan  penerb i t an  Objek  

Sengketa )  apalag i  masih  ada  perkara  la i n  yang  menggugat  

yakn i  No.698/Pd t .G /2010 /PN/JKT- BAR.  yang  belum  dipu tus  

Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Bara t  (Buk t i  P- 10) ,  dan  la i nnya  

No.  457/Pdt .G /2010 /PN.JKT- BAR.  yang  belum  d ipu tus  oleh  

Mahkahamh Agung  di t i ngka t  Kasas i  yang  dia jukan  oleh  unsur  
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Par ta i  Damai  Sejah te ra  la i nnya  ; - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  eks is t ens i  adanya  perse l i s i h an  

kepengurusan  atau  konf l i k  in te r na l  te rsebu t  te l ah  beru lang  

ka l i  d ibe r i t a hukan  kepada                      Terguga t  

sebe lum   te rb i t n ya   Objek   Sengketa ,   yakn i  anta ra   la i n  

mela lu i   sura t

tangga l  24  Agustus  2010  (Buk t i  P- 5) ,  tangga l  4  Mei  2010  

(Buk t i  P- 4 dan  P- 7) ,  tangga l  27  Agustus  2010  (buk t i  P- 16)  

dan  tangga l  11  Oktober  2010  (Buk t i  P- 6) ,  dan   sura t - sura t  

mana  te l ah  diaku i  d i t e r ima  oleh  Tergugat  d imana  sebag ian  

sura t  te rsebu t  te l ah  di ru j uk  o leh  Kas i  Pendaf ta ran  Parpo l  

dan  Di r j en  Admin is t r a s i  Hukum Umum dalam  Memorandumnya 

masing- masing  tangga l  17  Mei  2010  dan  tangga l  1  Jun i  2010  

(Buk t i  P- 9 dan P- 18) ,  d imana kedua  pejaba t  bawahan Terguga t  

te rsebu t  dalam  Memorandumnya  masing- masing  te l ah  

berpendapat  sesua i  dengan  keten tuan  pasa l  8 dan  24 Undang-

Undang  Nomor  2  Tahun  2008  te rsebu t ,  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  bahwa  dalam  tubuh  Dewan  Pimpin  Pusat  Par ta i  

Damai  Sejah te ra  te l ah  te r j ad i  perse l i s i h an  par ta i  po l i t i k  

atau  konf l i k  in t e r na l  seh ingga  Tergugat  belum  dapat  

menerb i t kan           Objek  

Sengketa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  keberadaan  konf l i k  in te rna l  

te rsebu t  te lah  nyata  dike tahu i  o leh  Tergugat  dan  t i dak  ada  

alasan  untuk  dapat  d ika takan  Tergugat  t i dak  mengetahu inya  

karena  Di rek tu r  Tata  Negara  (Asyar i e  Syihabudd in  R,  SH. ,  

76
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MH) yang  juga  menjad i  sa lah  seorang  Kuasa  Hukum Tergugat  

da lam  perkara  in i  te l ah  menjad i  saks i  ah l i  dalam  perkara  

No.  326/Pd t .G /2010 /PN.JKT- BAR.  te rsebu t  (Buk t i  P-  14  = 

Bukt i  T. I I . I n t v - 6)  ; - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  keten tuan  pasa l  8  dan  24 

te rsebu t  bers i f a t  memaksa  (dwingen)  sesua i  dengan  kata  

“ t i dak  dapat ”  dan “ be lum dapat ”  da lam ka idahnya ,  maka t i dak  

ada  pi l i h an  la i n  bagi  Tergugat  untuk  mematuh inya ,  karena  

pelangga lan  keten tuan  te rsebu t  ada lah  pelanggaran  pera tu ran  

atu ran  hukum  yang  ber l aku  seka l i gus  melanggar  prosedur  

fo rma l  penerb i t an  Objek  Sengketa  yang  menyebabkan  Objek  

Sengketa  aquo  mengandung  cacat  yur id i s ,  seh ingga  cukup  

alasan  hukum  untuk  membata lkannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  te l ah  te rbuk t i  penerb i t an  

Objek  Sengketa  mengandung  cacat  yur i d i s ,  maka  pengu j i an  

Objek  Sengketa  dar i  seg i  kewenangan  dan  subs tans i  t i dak  

dipe r l u kan  lag i ,  d isamping  i t u  karena  te l ah  te rbuk t i  Objek  

Sengketa  melanggar  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  seper t i  d imaksud  keten tuan  pasa l  53 ayat  (2 )  huru f  

a  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004,  maka  pengu j i an  

menggunakan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  seper t i  

d imaksud  keten tuan  pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  b  t i dak  

dipe r l u kan  

lag i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  77 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  kese lu ruhan  per t imbangan  

te rsebu t  Maje l i s  Hakim sampai  pada  kes impu lan  bahwa dal i l -

da l i l  bantahan  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  t i dak  

te rbuk t i ,  seba l i knya  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  te rbuk t i  

secara  sah  dan  meyak inkan  seper t i  d imaksud  keten tuan  pasa l  

53  ayat  (2 )  huru f  a   Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004,  

seh ingga  bera lasan  hukum  untuk  mengabulkan  gugatan  

Penggugat  se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  walaupun  te lah  cukup  alasan  hukum 

untuk  mengabu lkan  gugatan  Penggugat ,  namun  Permohonan  

penggugat  untuk  menunda  ber lakunya  Objek  Sengketa  t i dak  

re levan  untuk  dipe r t imbangkan  karena  se jak  di te rb i t k an  

tangga l  02  Nopember  2010  sampai  sengketa  in i      d ipu tus  

Objek  Sengketa  te rsebu t  te l ah  ber laku  dan d i j a l ankan  se lama  

4  bu lan  

leb ih  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sesua i  dengan  maksud  Pedoman Tekn is  

Admin is t r a s i  dan  Tekn is  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  (Buku  

I I )  yang  di te rb i t k an  Mahkamah Agung  R. I .  pada  halaman  49  

dan  sete rusnya  merumuskan  kr i t e r i a  yang  dapat  d ipaka i  

sebaga i  acuan  dalam  mempert imbangkan  permohonan  penundaan  

anta ra  la i n  pada  huru f  d  bahwa  perbuatan  fak tua l  yang  

menjad i  i s i  dar i  Keputusan  Tata  Usaha Negara  te rsebu t  be lum 

di l aksanakan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa karena  Objek  Sengketa  dalam  perkara  

78
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in i  te l ah  d i j a l ankan  maka  per iha l  penundaan  ber l akunya  

Objek  Sengketa   te rsebu t  t i dak  per lu  d ican tumkan  dalam amar  

putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  te lah  cukup  alasan  untuk  

mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ,  maka dal i l - da l i l  

dan  bukt i  la i nnya  yang  t i dak  disebu t  secara  tegas  da lam 

putusan  in i ,  d ianggap  t i dak  re levan  dan  dikesampingkan  

seh ingga  t i dak  per lu  dipe r t imbangkan  lag i ,  namun 

dipe r i n t ahkan  te tap  di l amp i r kan  dalam  berkas  perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se i r i n g  dengan  perkara  in i  te rhadap  

Tergugat  dan  Objek  Sengketa  yang  sama juga  te lah  dia j ukan  

gugatannya  oleh  unsur  Par ta i  Damai  Sejah te ra  la i nnya  dengan  

kepent i ngan  yang  para l l e l  dengan  perkara  No.  

178/G/2010 /PTUN- JKT.  maka  dalam  beberapa  hal  yang  sama 

te rhadap  apa  yang  te rka i t  da lam  putusan  te rsebu t  juga  

dianggap   te rmuat  da lam  putusan  in i ,  seh ingga  t i dak  

menimbulkan  dispar i t a s  penafs i r an  o leh  pihak  yang  

berkepent i ngan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa Maje l i s  Hakim di l ua r  pes idangan  te lah  

mener ima  sura t  permohonan  dar i  Kuasa  Penggugat  te r t angga l  

16  Maret  2011,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  mencabut  

gugatan  perkara  No.  160/G/2010 /PTUN- JKT. ; -

Menimbang,  bahwa  atas  sura t  permohonan  pencabutan  

Hal  79 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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gugatan  perkara  te rsebu t ,  d imana  Tergugat  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  menyatakan  berkebera tan  dan  atau  t i dak  setu ju  

dan  mohon 

putusan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  Terguga t  dan  Terguga t  I I  

In te r vens i  berkebera tan  atas  permohonan  pencabutan  gugatan  

te rsebu t ,  sesua i  dengan  maksud  keten tuan  pasa l  76 ayat  (2 )  

Undang- Undang  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka 

Maje l i s  Hakim mengambi l  s ikap  untuk  melan ju t kan  pers idangan  

dengan  acara  

putusan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  disamping  a lasan  te rsebu t  Permohonan  

Pencabutan  Gugatan  yang  dimohonkan  Kuasa  Hukum Penggugat  

te rsebu t  t i dak  dapat  d ikabu l kan  karena  tanpa  dise r t a i  sura t  

kuasa  yang  sah  dar i  pr ins i pa l n ya ,  Sura t  Kuasa  Khusus  

tangga l  8  Nopember  2010  t i dak  member ikan  hak  kepada  Kuasa  

Hukum  untuk  mencabut  

gugatan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa o leh  karena  gugatan  Penggugat  dapat  

d ikabu l kan ,  maka Tergugat  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  harus  

dibebankan  membayar  biaya  perkara  yang  jumlahnya  seper t i  

d isebu tkan  dalam amar  putusan  in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  Nomor  :  5 

Tahun  1986  sebaga iman  te l ah  di tambah  dan  diubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  Undang- Undang  No.  51  

80
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Tahun  2009  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i nnya  yang  

berka i t an  dengan  sengketa  in i  khususnya  Undang- Undang No.  2 

Tahun  2008  ten tang  Par ta i  

Pol i t i k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M   E  N   G   A   D   I    L   I   :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  SURAT KEPUTUSAN  MENTERI  HUKUM DAN 

HAK ASASI  MANUSIA NOMOR :  M.HH-14.AH.11 .01  TAHUN 2010,  

Tangga l  02 Nopember  2010,  Tentang  Pengesahan  Perubahan  

Kepengurusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Damai  

Sejah te ra  Per iode  2010- 2015 ; - - - - - -

3. Mewaj ibkan  Tergugat  mencabut  SURAT KEPUTUSAN  MENTERI 

HUKUM DAN HAK ASASI  MANUSIA NOMOR :  M.HH-14.AH.11 .01  

TAHUN  2010,  Tangga l  02  Nopember  2010,  Tentang  

Pengesahan  Perubahan  Kepengurusan  Dewan Pimpinan  Pusat  

Par ta i  Damai  Sejah te ra  Per iode  2010-

2015  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

4. Menghukum Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  untuk  

membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.308 .000 , -  (T iga  

ra tus  de lapan  r i bu  rup iah )  ; - - - - - - - - - - - - -

 Demik ian  dipu tus  dalam rapa t  permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim  pada  har i  SENIN,  tangga l  14  MARET 2011  o leh  Maje l i s  

Hal  81 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  te rd i r i  dar i  H.  

MUSTAMAR,  S.H. ,  M.H. ,  sebaga i  Hakim   Ketua  Maje l i s ,  

bersama- sama dengan  JUMANTO,  S.H. ,  dan  Dra.  MARSINTA ULI  

SARAGIH,  S.H. ,  M.H. ,  masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  

putusan  mana d iucapkan  dalam pers idangan  yang  te rbuka  untuk  

umum pada  har i  KAMIS tangga l  17  MARET 2011  o leh  Maje l i s  

Hakim  te rsebu t  dengan  d iban tu  o leh  PERJON SIAHAAN,  S.H.  

sebaga i  Pani te ra  Penggant i  dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa Hukum 

Tergugat  dan Kuasa Hukum Tergugat  I I  In te r vens i  ser ta  t i dak  

dihad i r i  Penggugat  maupun  Kuasa  

Hukumnya. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  

t . t . d

t . t . d

                                      H.  

MUSTAMAR, S. H. ,  M.H.  

J U M A N T O,  S. H.

t . t . d

Dra,  MARSINTA ULI  SARAGIH,  S. H. ,  M.H.  

     PANITERA PENGGANTI,

t . t . d

         PERJON SIAHAAN, S. H.  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaf ta ran  ………………………..……… Rp.  30.000 , -
- ATK …………………………………..……. Rp.  50.000 , -
- Metera i  ………………………………..…… Rp.  12.000 , -
- Redaks i  …. .……………………………..… Rp.  10.000 , -
- Leges  ……………………………………... Rp.    6.000 , -
- Panggi l an  …………………………………. Rp.200.000 , -

  ________   +
                           J U M L A H ……………….  

Rp.308.000 , -

(T iga  ra tus  delapan  r i bu  rup iah )

Hal  83 dar i  60 hal  Put .  No.160/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83


